GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 347 /KEP/HK/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja
Aparatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur, diperlukan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan pada Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan...




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 028)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020
Nomor 44);

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Daerah Sera Tata Kerja Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2023 Nomor 093);

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA meliputi:

1. SOP Penanganan Nota Dinas;

2. SOP Penanganan Surat Masuk;

3. SOP Penanganan Surat Keluar;

4 SOP Pengajuan Surat Usulan Pensiun ASN;

5 SOP Pengajuan Surat Usulan Kenaikan Pangkat

ASN;
6. SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan
Gaji Berkala,
7. SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti Pegawai ASN;
8. SOP Pengurusan Dan Pengendalian Naskah

Dinas Masuk Arsiparis;
9. SOP Pengurusan Dan Pengendalian Naskah
Dinas Keluar Arsiparis;
10. SOP Pembentukan Surat Tugas Tim Kerja;
11. SOP SK Tim Kerja;
12.SOP Penyelenggaraan...



12.
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15.
16.
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23.
24.

25.
26.

27.

28.

29.
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31.

32.

33.
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35.
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37.

38.

39.

40.

SOP Penyelenggaraan Budaya Kerja;
SOP Bendahara UPGUTU;
SOP Pemungutan Retribusi Sewa Rumah Dinas
Sewa Aula Dan Lainnya;
SOP Pencairan Anggaran Belanja Tidak Langsung
(Gaji/Tunjangan);
SOP Penyusunan Renja Dinas;
SOP Penyusunan RKA Dinas;
SOP Penyusunan Laporan LPPD Dinas;
SOP Penyusunan Laporan LKPJ Dinas;
SOP Penyusunan Laporan LKIP Dinas;
SOP Penyusunan RENSTRA Dinas;
SOP Penyusunan Laporan Tahunan Dinas;
SOP Penyusunan Laporan Bulanan Dinas;
SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
Dinas;
SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas;
SOP Rekomendasi Persetujuan Kantor Cabang
LPPRT/LPTKS;
Rekomendasi Persetujuan Perpanjangan Kantor
Cabang LPPRT/LPTKS;
Rekomendasi Persetujuan Pindah Alamat Kantor
Cabang LPPRT/LPTKS;
Rekomendasi Persetujuan Pergantian Kepala
Cabang LPPRT/LPTKS;
Rekomendasi Teknis Pendirian Kantor Cabang
P3MI;
SOP Unit Pelayanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
SOP Penyelenggaraan Program Pemagangan;
SOP Identifikasi & Akreditasi Lembaga Pelatihan
Kerja;
SOP Pencegahan Dan Penanganan Korban
Perdagangan Orang, Perlindungan Calon Pekerja
Migran Indonesia, Calon Tenaga Kerja Antar
Daerah Non Prosedural;
SOP Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan;
SOP Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial
Yang Mencapai Kesepakatan;
SOP Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial
Yang Tidak Mencapai Kesepakatan;
SOP Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Upah
Minimum Provinsi (UMP);
SOP Penanganan Kasus Hak Normatif
Ketenagakerjaan,;
SOP Penyelenggaraan Bimtek INPOSMA bagi
Transmigran;

41.SOP Penerbitan...




41.

42.
43.

44,

45.
46.

47.

48.
49.

50.
S51.

52.
53.

KEEMPAT : Standar

SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Gubernur
untuk Kawasan Transmigrasi;

SOP Penyediaan Sarana Produksi Pertanian;

SOP Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Pangan
Beras;

SOP Fasilitasi Layanan Sosial Budaya Di
Kawasan Transmigrasi;

SOP Promosi Dan Kemitraan;

SOP Pengembangan Usaha Masyarakat
Transmigrasi;

SOP Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas
Kelembagaan;

SOP Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja,
SOP Pelatihan Kewirausahaan Bagi Calon Wira
Usaha Baru;

SOP Penyusunan Program Dan Anggaran (RKA)
UPrTD:

SOP Penyusunan Laporan UPTD;

SOP Penanganan Surat Masuk UPTD; dan

SOP Penanganan Surat Keluar UPTD.

Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KETIGA dilaksanakan oleh seluruh Aparatur
Sipil Negara pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Tembusan:

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 September 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

3. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.




SOP-AP

DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2025




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PENANGANAN NOTA DINAS




Nomor SOP 01 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

08 Oktober 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT

URUSAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Dasar Hukum

Judul SOP

Kualifikasi pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.

2 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur .

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024
tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024

3

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Nota Dinas.

1. ATK.

2. Buku Agenda Surat Keluar.
3. Telepon/Faximili.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan administrasi Nota Dinas terlambat maka akan berdampak pada terlambatnya
tindaklanjut Nota Dinas.

Pada Buku Agenda Surat Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan i t
. Sekretans Kepala_ b Pelaksana |Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Fatesigan
Dinas Bagian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menugaskan Kasubag untuk Surat Masuk, 10 menit Disposisi, petunjuk,
menyiapkan Konsep Nota Dinas. Disposisi, Petunjuk penugasan
2. |Menugaskan pejabat pelaksana untuk e Surat Masuk, 10 menit Disposisi, petunjuk,
menyusun konsep Nota Dinas dan Disposisi, Petunjuk penugasan
menyiapkan kelengkapan bahan nota
dinas.
3. |[Menyusun dan menyiapkan konsep A 2 Surat Masuk, 1 jam Konsep Nota Dinas &
Nota Dinas beserta kelengkapan bahan l Disposisi, Petunjuk bahan kelengkapan nota
nota dinas. ; dinas
4. |Menalaah, mengoreksi, memaraf dan v Konsep Nota Dinas 10 menit Konsep Nota Dinas
mengajukan konsep Nota Dinas Ya / \ Tidak
kepada kepala bagian. \ /
5. |Menalaah, mengoreksi, memaraf dan Tidak Konsep Nota Dinas 10 menit  |Konsep Nota Dinas
mengajukan konsep Nota Dinas ‘f\
kepada kepala dinas. —><[/
6. |Menelaah, mengoreksi dan Konsep Nota Dinas 10 menit  |Nota Dinas
menandatangani Nota Dinas. Tidak
7. |Mengirimkan dan mengarsipkan nota Nota Dinas 5 menit Nota Dinas dan bukti

dinas.

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PENANGANAN SURAT MASUK



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT

URUSAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

Nomor SOP 02 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan |08
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepgla Din ergakerjaan dan Transmigrasi

W Proygesi sa'% ra Timur,

= pias )\ wd ) I

w B =

o-\2 5,

?%\ .
Syyvia R. R ang, SP. MM
2198503 2 003
Judul SOP A Masuk di Dinas Ketenagakerjaan dan
Trans| Provinsi NTT

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.

2 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur .

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun
2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2024

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

jKeterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat keluar.

1. ATK

3. Telepon/Faximili.

2. Buku Agenda Surat Masuk.

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan berdampak pada
terlambatnya tindaklanjut surat masuk.

Pada Buku Agenda Surat Masuk.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pengadministrasi | Kepala | Kepala Iapsia Suh Begian Ket.
: Kepegawaian dan Kelengkapan | Waktu Output
umum Dinas Bidang
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menerima surat masuk, mengagendakan Buku Agenda 5 menit |Surat masuk
surat dalam buku agenda surat masuk, Surat masuk dan dan lembar
memasang lembar disposisi dan meneruskan lembar disposisi Disposisi
kepada Kepala Dinas.
2 |Menelaah, mendisposisi surat masuk dan 4 Surat masuk dan | 10 menit|Surat masuk

memberikan petunjuk kepada Kabag yang
dituju untuk tindaklanjut dan dikembalikan ke
pengadministrasi umum.

lembar Disposisi

dan Disposisi

3 |Mencatat disposisi karo dan meneruskan ke Surat masuk dan | 5 menit |Surat masuk
kabag yang dituju. Disposisi dan Disposisi

4 |Menelaah dan mendisposisi surat kepada i Surat masuk dan | 10 menit|Surat masuk
kasubag untuk ditindaklanjuti dan Disposisi dan Disposisi
dikembalikan ke pengadministrasi umum.

5 |Mencatat disposisi kabag dan meneruskan ke L Surat masuk dan | 5 menit |Surat masuk
kasubag yang dituju. Disposisi dan Disposisi

6 |Menindaklanjuti disposisi kabag terkait surat Surat masuk dan | 1 Jam |Dokumen
masuk dan mendokumentasikan. Disposisi Tindaklanjut,

bukti

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PENANGANAN SURAT KELUAR



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
URUSAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Dasar Hukum :

jaan dan Transmigrasi

Nomor SOP 03 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 08 O
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif A /
Disahkan oleh ala Dipas K
Trovi a \ enggara ur,
N =
w et 2l
[« . =
% 335 vl =
R. Peku SP. MM
NIB 003
Judul SOP npR!
Tran vinsi NTT

luar di Dinas Ketenagakerjaan dan

Kualifikasi pelaksana :

1
2

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur .

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

1. Pendidikan minimal SLTA.

2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Menguasai Komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Komputer.
ATK.

Buku Agenda Surat Keluar.

2.
3.
4. Stempel.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila surat keluar tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak pada terlambatnya
tindaklanjut surat keluar.

1. Pada Agenda Surat Keluar.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Mutu Baku

No. Tahap Kegiatan Kl’::sel;b:gn Pengadministrasi Kepala. Sub Kgpala Kelengkapan Waktu Output Ket.
Umum Bagian Dinas
umum
1 2 3 4 5 [ 8 ) 10 11
1. |Memerintahkan pengadministrasi umum Disposisi Surat 5 menit |Disposisi Surat
untuk menyiapkan bahan kelengkapan m masuk/petunjuk masuk/petunjuk
surat keluar dan menyerahkan kepada atasan atasan
kasubag.
2. |[Menyiapkan bahan kelengkapan surat Disposisi Surat 30 menit |Bahan
keluar, menyusun konsep surat keluar dan : masuk/petunjuk kelengkapan
menyerahkan kepada Kasubag. atasan surat keluar dan
konsep surat
keluar
3. |Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila Bahan 20 Menit |[Konsep surat
setuju, memaraf dan disampaikan kepada '\ - kelengkapan surat keluar
Kabag. Apabila tidak setuju dikembalikan —o< P keluar dan konsep
kepada pengadministrasi umum untuk surat keluar
memperbaiki.
Ya
4. |Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila Konsep surat 20 menit |Draf surat keluar
setuju, memaraf dan disampaikan kepada ] keluar
Kadis. Apabila tidak setuju dikembalikan Tidak N | va
kepada Kasubag untuk memperbaiki. \/
5. [Menelaah dan mengoreksi draf surat Draf surat keluar | 10 menit [Surat keluar
keluar. Apabila setuju, diparaf dan /v
diteruskan kepada Pengadministrasi Tidak >
umum dan apabila tidak setuju N
dikembalikan kepada kabag untuk
diperbaiki.
6. |Mengagendakan, mendistribusikan dan Surat keluar 10 menit |Surat keluar dan
mengarsipkan. Selesai dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP Pengajuan Surat Usulan Pensiun ASN di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Provinsi NTT



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
URUSAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Dasar Hukum :

Nomor SOP 04 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

3. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur .

9 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat keluar.
2. SOP Pengajuan Usulan Pensiun Pegawai di BKD.
3. SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK

2. Komputer/Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1. Pengajuan Cuti ASN 1 (satu) minggu sebelum tanggal cuti dimulai

Pada Buku Agenda Surat Masuk.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kasubag Kepeg Pengelola Keterangan
Sekretaris FER Kepegawaian Kepala Dinas| Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menugaskan Kasubag untuk Agenda kerja 15 Menit |Disposisi/penug |Terkait SOP
menginventarisir dan memproses ASN pada Mulai asan Penanganan
Disnakertrans yang telah memenuhi syarat Surat Masuk
waktu untuk Pensiun.
2 |Menugaskan pengelola kepegawaian 4 Disposisi/penug | 10 Menit |Disposisi/penug
menyiapkan administrasi usulan pensiun asan asan
bagi ASN pada Disnakertrans.
3 |Menyusun konsep surat usulan pensiun Disposisi/penug 2 Jam Konsep surat
disertai lampiran kelengkapan/berkas asan usulan pensiun
pensiun ASN dan disampaikan kepada dan lampiran
kasubag. berkas ASN
4 |Memeriksa konsep surat usulan pensiun Konsep surat 20 Menit |Konsep surat
dan lampiran berkas ASN. Apabila setuju, Ya Tidal usulan pensiun usulan pensiun
memaraf dan menyampaikan ke kabag. \ dan lampiran dan lampiran
Apabila tidak setuju, dikembalikan untuk y berkas ASN berkas ASN
diperbaiki.
5 |Memeriksa konsep surat usulan pensiun \ Konsep surat 20 Menit |Konsep surat
dan lampiran berkas ASN. Apabila setuju, \ usulan pensiun usulan pensiun
memaraf dan menyampaikan kepada Kadis. e dan lampiran dan lampiran
Apabila tidak setuju, dikembalikan untuk berkas ASN berkas ASN
diperbaiki.
Ya
6 |Memeriksa konsep surat usulan pensiun Konsep surat 20 Menit |Surat usulan
dan lampiran berkas ASN. Apabila setuju, /V usulan pensiun pensiun dan
menandatangani dan diproses lebih lanjut dan lampiran lampiran berkas
oleh pengelola kepegawaian. Apabila tidak berkas ASN ASN
setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. Tidak
[ T va
7 |Memproses surat usulan pensiun ASN ke v Surat usulan 1Jam |Surat usulan
BKD dan mengarsipkan. Selesai pensiun dan pensiun dan
lampiran berkas lampiran berkas

ASN

ASN




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PENGAJUAN SURAT USULAN KENAIKAN PANGKAT ASN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
URUSAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Dasar Hukum :

Nomor SOP 05 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan |08 Ok 24
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif >
Disahkan oleh ala Dinas n erjaan dan Transmigrasi
rovipst b arq\Timur,
= ¢
w <L
“\2 il E
n - SIS
ja R. Peky % SP. MM
NP 2003
Judul SOP ag 8y 'sulan Kenaikan Pangkat ASN

Kualifikasi pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun
2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2024

1. Pendidikan minimal SLTA.

2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Menguasai Komputer.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. Komputer.

2. SOP Pengajuan Usulan Kenaikan pangkat Pegawai di BKD 2. ATK.

3. SOP Penananan Surat Masuk 3. Buku Agenda Surat Keluar.
4. Stempel.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila surat keluar tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak pada terlambatnya
tindaklanjut surat keluar.

1. Pada Agenda Surat Keluar.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
s Kepala Dinas Sekretaris Ka:::augml(uen;:eg K:::::\:?a'aian Kelengkapan Waktu Output -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menelaah dan mendisposisi SE Kepala BKD tentang Surat Edaran 15 Menit |Surat Edaran dan Terkait SCP
Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai. Mulai Disposisi Penanganin
T Surat Masik
2 |Menelaah disposisi pimpinan dan menugaskan Kasubag b Surat Edaran dan 10 Menit |Surat Edaran, Disposisi
untuk menyiapkan Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai. | = Disposisi dan petunjuk
3 |Menelaah disposisi pimpinan dan menugaskan pengelola Surat Edaran, 10 Menit |Surat Edaran, Disposisi
kepegawaian menyiapkan administrasi usulan kenaikan Disposisi dan dan petunjuk
pangkat bagi ASN pada Nakertrans. petunjuk
4 |Menyusun konsep surat usulan kenaikan pangkat disertai y Surat Edaran, 2 Jam Konsep surat usulan
lampiran kelengkapan/berkas kenaikan pangkat ASN. Disposisi dan kenaikan pangkat dan
petunjuk lampiran berkas ASN
5 |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan \ Konsep surat usulan| 20 Menit [Konsep surat usulan
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, memaraf dan /\ kenaikan pangkat kenaikan pangkat dan
menyampaikan ke kabag. Apabila tidak setuju, i o dan lampiran berkas lampiran berkas ASN
dikembalikan untuk diperbaiki. \ / ASN
/
6 |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan Konsep surat usulan| 20 Menit |Konsep surat usulan
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, memaraf dan /\ kenaikan pangkat kenaikan pangkat dan
menyampaikan kepada kepala Dinas. Apabila tidak Ya Tidak dan lampiran berkas lampiran berkas ASN
setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. ASN
7 |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan Konsep surat usulan| 20 Menit |Surat usulan kenaikan
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, menandatangani ) kenaikan pangkat pangkat dan lampiran
dan diproses lebih lanjut oleh pengelola kepegawaian. Vidak dan lampiran berkas berkas ASN
Apabila tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. ASN
L — —
8 a} Surat usulan 1Jam |Surat usulan kenaikan

Memproses surat usulan kenaikan pangkat ASN ke BKD
dan mengarsipkan.

Selesai

kenaikan pangkat
dan lampiran berkas
ASN

pangkat dan lampiran
berkas ASN




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
URUSAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 06 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan {08 Oktober 2024
Tang;gal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh gakerjaan dan Transmigrasi
¥ara Timur,
ang, SP. MM
168051189503 2 003
Judul SOP bt Surat Pefriberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.

2

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun
2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2024

1.
I 2.
3

Pendidikan minimal SLTA.
Menguasai Tata Naskah Dinas.
Menguasai Komputer.

Kett Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,

Peralatan/periengkapan :

Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Kenaikan Gaji Berkala.

1

Komputer.

2. ATK
3.
4. Stempel.

Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1.

2.

Apabila surat keluar tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak pada
terlambatnya tindaklanjut surat keluar.

Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala diterima oleh Biro Keuangan paling lambat 1
bulan sebelum jatuh tempo kenaikan gaji berkala pegawai.

s
2.

Buku Jaga Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
‘ Kasubag » :
No. Tahap Kegiatan Pengelola Kepala Ket.
Kel.'l);?.l I:':'am Kepegawalan Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 2 4 5 6 7 8 9 10

1 |Menugaskan Kasubag untuk menginventarisir Pedoman Peraturan 15 menit |Penugasan
dan memproses PNS yang telah memenuhi Perundang-undangan
syarat waktu untuk Kenaikan Gaji Berkala.

2 |Menugaskan pengelola kepegawaian untuk Pedoman Peraturan 30 menit |Penugasan,
menginventarisir data PNS yang memenuhi syarat Perundang-undangan arahan dan
kenaikan gaji berkala dan menyusun konsep surat dan penugasan petunjuk
pemberitahuan kenaikan gaji berkala. R

3 |Menginventarisir data PNS yang memenuhi syarat Penugasan, arahan dan |2 Jam Konsep Surat
kenaikan gaji berkala kemudian menyusun petunjuk PKGB dan syarat
konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji kelengkapan
Berkala (PKGB) dan menyampaikan kepada
kasubag.

4 [Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan { , Konsep Surat PKGB 10 menit |Konsep Surat
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan / \ TR dan syarat kelengkapan PKGB dan syarat
administrasi lainnya dan membubuhkan paraf \/ kelengkapan

5 |Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Konsep Surat PKGB 10 menit |Konsep Surat
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan dan syarat kelengkapan PKGB dan syarat
administrasi dan membubuhkan paraf ” kelengkapan

6 {Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan [ Konsep Surat PKGB 10 menit  |Surat
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan dan syarat kelengkapan Pemberitahuan
administrasi dan menandatangani Kenaikan Gaji

Berkala (PKGB)

7 |Membubuhkan Cap dan mengirim Surat B Surat Pemberitahuan 1 jam Surat
Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala kepada Kenaikan Gaiji Berkala Pemberitahuan
Kepala Biro Keuangan dan PNS yang Selesai (PKGB) Kenaikan Gaji
bersangkutan serta mengarsipkan. B— Berkala (PKGB)




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pengajuan Surat Usulan Cuti Pegawai Negeri Sipil di Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi NTT




Dasar Hukum :

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT

Disahkan oleh

URUSAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Judul SOP

Kualifikasi pelaksana :

1

2

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010
2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem
Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk
Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3
Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

1. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat keluar.
2. SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti Pegawai di BKD.

1. ATK

2. Komputer/Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1.

Pengajuan Cuti Minimal 1 Minggu sebelum tanggal cuti

Pada buku agenda surat keluar




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan p Kasubag Keterangan
4 Apa'ml B Sioh L::::?‘ Kepegawaian & D; .'“: BKD Kelengkapan Waktu Output .
el Umum (Operator) e
1 2 3 4 7 8 9 10
1 |PNS mengajukan permohonan Cuti Pegawai di| Usulan 5 menit |Permohonan
Aplikasi SIP CUTI kepada atasan langsung @— Permohonan Cuti di Aplikasi
i Sip Cuti
2 |Atasan langsung memverifikasi permohonan cuti - Usulan 5 menit |memuverifikasi
pegawai, apabila di setujui diteruskan ke operator Tid Permohonan Permohonan
jika tidak di setujui dikembalikan ke pegawai yang \/ Cuti Cuti di Aplikasi
bersangkutan untuk di lihat kembali Sip Cuti
3 |Operator memverifikasi usulan cuti pegawai, jika 3 Usulan 5 menit |memverifikasi
disetujui diteruskan ke Kepala Dinas, jika tidakl Tidak / Permohonan Permohonan
setuju di kembalikan ke pegawai yang Cuti Cuti di Aplikasi
bersangkutan untuk di lihat kembali Sip Cuti
4 |Kepala Dinas memverifikasi usulan cuti pegawai, - Usulan S menit |memverifikasi
jika disetujui diteruskan ke BKD, jika tidak setuju di Tidak Permohonan Permohonan
kembalikan ke operator untuk di lihat kembali Cuti Cuti di Aplikasi
Sip Cuti
5 [BKD memproses usulan cuti pegawai dengan Usulan 1 Jam Surat usulan
dikeluarkannya surat persetujuan cuti oleh kepalaf Selesai Permohonan cuti ASN
BKD Cuti




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

'Pengurusan Dan Pengendalian Naskah Dinas Masuk (Arsiparis)



Nomor SOP 08 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 08 Oktober 2024
Tanggal Revisi 04
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIAT
URUSAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM Judul SOP
|Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 1. Memahami Tupoksi Kerja
Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2. Menguasai Penggunaan Komputer
5071),

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.

3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi

5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

10 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Pengurusan dan Pengendalian Naskah Dinas Masuk 1. Buku Pengendali Masuk
2. Kartu Kendali Masuk
3. Lembar Disposisi
4. Lembar Pengantar Surat Biasa
5. Cap Penerimaan Surat
6. Cap Dinas
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
IPengurusan dan Pengendalian Naskah Dinas Masuk akan terkendala ketika terjadi penyimpangan|Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.
prosedur




Pelaksana Mutu Baku
NO Tahap Kegiatan i i Keterangan
e StaffPencatat | Sekretaris/Pengarah K""P'::g':‘:o"g‘h Unit | epalaDinas| Kelengkapan | Waktu Output
Penerima Naskah Dinas mensortir, mengelompokan,
serta memeriksa kelengkapan Naskah Dinas sesuai Cj Mulai Naskah Dinas yang
1 |dengan fungsi penerima, dan disampaikan kepada Lembar Disposisi |10 Menit  |sudah dilengkapi
Pengarah beserta lembar disposisi yang sudah diberi lembar Disposisi
Kode Klasifikasi dan Indeks
Pengarah setelah membaca isi naskah dinas,
kemudian mencantumkan pengarahan (P) untuk \
naskah dinas penting dan (B) untuk naskah dinas I I Naskah Dinas yang
2 |biasa pada sudut kanan atas naskah dinas dan Naskah Dinas 10 Menit  |sudah diberi Kode
menentukan ke unit pengolah mana naskah dinas Penting/Biasa
biasa tersebut harus disampaikan, dan diserahkan
kembali ke staf pencatatat/pengendali.
Untuk Naskah Dinas Biasa Pencatat/Pengendali
menerima Naskah Dinas Biasa, mencatat pada
lembar pengantarUntuk Naskah Dinas Penting :
Pencatat dan Pengendali menerima Naskah Dinas 3 —— .Dlngs e
: . e sudah diberi nomor
Penting, memberikan Nomor Urut pada Buku S —r—
3 Pengeqdall, JOBTE i i S Sriceny dgnggn Kastu Naskah Dinas 10 Menit  |pengantarNaskah
Kendali sebanyak Rangkap 3 dengan rincian Warna :
: : s Dinas yang telah
Putih untuk Pencatat/Pengendali sebagai alat dilengkapi Kartu
identifikasi masalah atas suatu naskah dinas, Warna Kon dgali
Hijau untuk Arsiparis , Warna Merah terlampir
bersama Naskah Dinas, dan diteruskan ke Kepala
Dinas
Untuk Naskah Dinas Penting Kepala Dinas il Naskah Dinas yond
y by oy A - .. |telah dilengkapi
4 |mendisposisi sesuai isi Naskah Dinas dan Naskah Dinas |20 Menit i
dikembalikan kepada Pencatat/Pengendal it e
ike a Pencatat/Pengendali Disposisi
Pencatat/Pengendali mendistribusikan Naskah Dinas ! Naskah Dinas yang
biasa/penting beserta lampirannya Ke unit ; .. |siap didistribusikan
5 Pengolah/Bidang, disertai dengan tanda terima Naskah Dinas 10 Menit ke Bidang/Unit
Naskah dinas Pengolah
Bidang/Unit Pengolah Menerima Naskah Dinas, Eéz] ::sﬁgigt:‘;: si);?ar:mg
6 |Mengagendakan dan Melaksanakan Tugas sesuai Naskah Dinas |30 Menit P

Disposisi Pimpinan

ke Bidang/Unit
Pengolah




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengurusan Dan Pengendalian Naskah Dinas Keluar (Arsiparis)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
URUSAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

Nomor SOP 09 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 08 O
Tanggal Revisi 3 21
Tanggal Efektif A S,
Disahkan oleh la Dinas Ketghqg jaan dan Transmigrasi

ovingi n’/ ur,

\ 3™
<
£ < £
R. Peku Djf P. MM

| 003

Judul SOP R endalian Naskah Dinas Keluar
(Ars

1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.

3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun
2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2024

1. Memahami Tupoksi Kerja
2. Menguasai Penggunaan Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Pengurusan dan Pengendalian Naskah Dinas Keluar

2. Kartu Kendali Keluar
6. Cap Dinas

1. Buku Pengendali Keluar

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Pengurusan dan Pengendalian Naskah Dinas Masuk akan terkendala ketika terjadi
penyimpangan prosedur

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




NO

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala
Bidang/Unit
Pengelola

Staf/Agendaris
Umum

Sekretaris/
Pengarah

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Unit Pengolah menyerahkan Naskah Dinas yang
akan di tanda tangani oleh Pimpinan

Mulai

Naskah Dinas

5 Menit

Konsep Naskah dinas

Menerima Naskah Dinas keluar dari Unit
Pengolah yang akan di tandatangani
Pimpinan(Kepala Dinas) dan meneliti
kelengkapan dan model naskah dinas, setelah

itu diserahkan kepada pengarah

Naskah Dinas

10 Menit

Konsep Naskah dinas

Meneliti naskah dinas dan memaraf pada sudut
kanan naskah dinas yang akan di tandatangan
oleh Pimpinan/kepala dinas dan menyerahkan
kembali kepada Agendaris

I

Naskah Dinas

20 Menit

Naskah Dinas yang
sudah di Paraf

Menyerahkan Naskah Dinas yang telah diparaf
oleh pengarah dan diteruskan kepada
Pimpinan/kepala dinas untuk ditanda tangani

Naskah Dinas

5 Menit

Naskah Dinas yang
sudah di Paraf

Meneliti, Mengoreksi, Menerima dan
Mengesahkan Naskah Dinas yang diusulkan jika
disetujui menandatangani dan meneruskan
kepada Agendaris untuk ditindaklanjuti. Jika
tidak setuju dikembalikan pada Agendaris untuk
diperbaiki

Tidak

Naskah Dinas

1 Hari

Naskah dinas yang
sudah di tanda tangani

Menerima naskah dinas keluar yang sudah
ditandatangani,mencatat naskah dinas pada
buku pengendali keluar dan kartu kendali
rangkap 3, serta memberikan Nomor dan Cap
Dinas pada Naskah Dinas, dan menyerahkan
kembali kepada Unit Pengolah

Naskah Dinas

20 Menit

Naskah dinas yang
sudah di tanda tangani

Unit Pengolah menerima Naskah Dinas dan
menanda tangani Tanda Terima, dan dikirim ke
alamat yang dituju.

\
Selesai

Naskah Dinas

10 Menit

Naskah dinas yang
sudah di tanda tangani




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PEMBENTUKAN SURAT TUGAS TIM ERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI



Nomor SOP ‘110 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

1108 Oktober 2024
Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
URUSAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
Judul SOP
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar,
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

10

1

1. Pendidikan minimal SLTA
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas
3. Pendidikan minimal SLTA

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Buku Agenda Surat Masuk
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pembentukan Tim Kerja tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan
Tugas di Biro Organsiasi

Pada Buku Agenda Surat Keluar




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan i ini i Keterangan
. Kepala Biro | Kepala Bagian P:;’::::m Kasa::::“ Pe“‘-“:j""':'r":’"“' Kelengkapan Waktu Output ™
3 . 5 6 : EReammy -, "
Agenda Kerja, Pengajuan 10 menit  |Agenda Kerja,
4 |Menugaskan Kepala Bagian Untuk Menyusun Konsep oo Sukarela Pengajuan Sukarela,
Surat Tugas tentang Tim Kerja E- Disposisi
jrmemee—
2 |Menugaskan Pejabat Pelaksana menyusun Konsep Surat Agenda Kerja, Pengajuan 10 menit |Agenda Kerja,
Tugas tentang Tim Kerja Sukarela, Disposisi Pengajuan Sukarela,
Disposisi
3 |Menyusun Konsep Surat Tugas tentang Tim Kerja dan r___l' Agenda Kerja, Pengajuan 2 jam Konsep Surat Tugas
menyampaiakan kepada Kepala Bagian untuk dikoreksi > L l Sukarela, Disposisi tentang Tim Kerja
a Lﬁ'ﬂ . -
4 |Memeriksa Konsep Surat Tugas tentang Tim Kerja, v ) Konsep Surat Tugas 1 jam Konsep Surat Tugas
apabila disetujui disampaikan Kepala Biro, Apabila tidak /\ cak tentang Tim Kerja tentang Tim Kerja
disetujui dikembalikan ke Pejabat Pelaksana untuk \ /
diperbaiki Ya
5 |Memeriksa Konsep Surat Tugas tentang Tim Kerja Apabila idak Konsep Surat Tugas 30 menit  |Surat Tugas tentang
Setuju di tandatangani dan disampaikan kepada Kasubag tentang Tim Kerja Tim Kerja
Tata Usaha Biro untuk didistribusikan, Apabila tidak setuju
dikembalikan ke Kepala Bagian untuk diperbaiki
6 |Memerintahkan Pengadministrasi Umum untuk ¥ Surat Tugas tentang Tim 30 menit  |Surat Tugas tentang
mendistribusikan Surat Tugas kepada Tim Kerja I ' Kerja Tim Kerja
7 |Mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan Surat Tugas tentang Tim 2 jam Surat Tugas tentang
Surat Tugas kepada Tim Kerja @ Kerja Tim Kerja




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP Penerbitan SK tentang Tim Kerja



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
URUSAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP :111 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan |:[08 Oktober 2024

Tanggal Revisi )13 0
Tanggal Efektif y, Y 7,
Disahkan oleh - ala Dinas Ke¢nagRkerjaan dan Transmigrasi

rovj Teﬁg ra\limur,

. 723 8l
% > al=
P R. Peky, , SP. MM
2003

Judul SOP : 1) 1 K tentang Tim Kerja

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

8 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

9 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

11 Peraturan Gubemur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas
3. Pendidikan minimal SLTA

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Buku Agenda Surat Masuk
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pembentukan Tim Kerja tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada terhambatnya
pelaksanaan Tugas di Biro Organsiasi

Pada Buku Agenda Surat Keluar




Pelaksana Mutu Baku
. i Kasubag oy s
No. Tahapan Kegiatan Keterangan
e e kepala Dinas | Kepala Bagian P:::::;a Kepegawaian Peng:jd"n':::straﬂ Kelengkapan Waktu Output -
dan Umum
Agenda Kerja, Pengajuan 10 menit  |Agenda Kerja,
1 Menugaskan Kepala Bagian Untuk Menyusun Konsep SK Sukarela Pgnga{u?n Sukarela,
tentang Tim Kerja E Disposisi
2 |Menugaskan Pejabat Pelaksana menyusun Konsep SK Agenda Kerja, Pengajuan 10 menit  |Agenda Kerja,
tentang Tim Kerja Sukarela, Disposisi Pengajuan Sukarela,
Disposisi
3 |Menyusun Konsep SK tentang Tim Kerja dan J_.." Agenda Kerja, Pengajuan 2 jam Konsep SK tentang
menyampaiakan kepada Kepala Bagian untuk dikoreksi - e Sukarela, Disposisi Tim Kerja
A L. g I
4 |Memeriksa Konsep SK tentang Tim Kerja, apabila disetujui v ) Konsep SK tentang Tim 1jam Konsep SK tentang
disampaikan Kepala dINAS, Apabila tidak disetujui / | Tidak Kerja Tim Kerja
dikembalikan ke Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki e
N ~
5 |Memeriksa Konsep SK tentang Tim Kerja Apabila Setuju idak Konsep SK tentang Tim 30 menit  |Draft SK tentang Tim
di tandatangani dan disampaikan kepada Kepegawaian Kerja Kerja
untuk proses penetapan SK Di Dinas Hukum, Apabila tidak
setuju dikembalikan ke Kepala Bagian untuk diperbaiki
6 |Memerintahkan Pengadministrasi Umum untuk Draft SK tentang Tim Kerja 30 menit  |Draft SK tentang Tim
menyampaikan Draft SK ke Dinas Hukum Untuk Proses Kerja
Penetapan
7 |menyampaikan Draft SK ke Dinas Hukum Untuk Proses Draft SK tentang Tim Kerja 2 jam Draft SK tentang Tim |Proses
Penetapan Kerja Penetapan di
Dinas Hukum
8 |Menerima SK dari Dinas Hukum dan memerintahkan SK tentang Tim Kerja 10 Menit | SK tentang Tim Kerja
Pengadministrasi Umum untuk mendistribusikan ke Tim
Kerja
9 |Mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan ke SK tentang Tim Kerja 2 jam SK tentang Tim Kerja
Tim Kerja




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Penyelenggaraan Budaya Kerja.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT

URUSAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 12 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan |08 O, 24
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh R ala Dinas n erjaan dan Transmigrasi
Lg' rovifs a Teg) imur,
NI Y
o /G
Dy & 4
2}(% lvia R: u = SP. MM
AT
Judul SOP 2| udaya Kerja.

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.
4

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024

tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

10

1

3. Pendidikan minimal SLTA.

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan budaya kerja.

2. Memahami tugas dan fungsi biro organisasi.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Budaya Kerja

1. ATK

2. SOP penanganan surat keluar. 2. Komputer.
3. SOP penanganan surat masuk. 3. Telepon/Faximile.
4. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Penyelenggaraan budaya kerja memerlukan upaya yang terarah dan terencana.
Sehingga apabila penyelenggaraan budaya kerja tidak sesuai prosedur maka output
yang dihasilkan tidak berdampak pada peningkatan budaya kerja aparatur.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
Kepala
. Bagian/ Ketua| Sekretaris Anggota
No. Tahap Kegiatan Keteranga
ifins Kepala Biro Kelompok Kelompok Kelompok Kelengkapan Waktu Output s s
Budaya Kerja | Budaya Kerja | Budaya Kerja
{(Ketua KBK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menugaskan Kepala Bagian untuk membentuk dan Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi Terkait SOP
Menyelenggarakan Kelompok Budaya Kerja Disnakertrans l Mulai } Penerbitan ST
tentang Tim Kerja
2. |Menugaskan sekertaris KBK untuk menyiapkan pelaksanaan A Agenda Kerja 15 menit  |Petunjuk
kegiatan budaya kerja di Disnakertrans.
3. |Menyiapkan konsep kegiatan budaya kerja dan Petunjuk 2 Jam Konsep kegiatan budaya
menyampaikan kepada ketua. kerja
4. |Mempelajari konsep kegiatan pelaksanaan budaya kerja. r Konsep kegiatan budaya 1 Jam Konsep kegiatan budaya
Apabila setuju menyampaikan kepada kepala biro dan apabila Yq ) N, kerja kerja
tidak setuju mengembalikan kepada sekertaris kelompok \[ Tidak
budaya kerja untuk melengkapi.
5. |Mempelajari konsep kegiatan pelaksanaan budaya kerja. b 4 Konsep kegiatan budaya 30 menit |Kegiatan budaya kerja
Apabila setuju menyampaikan kepada ketua untuk \ kerja yang disetujui
melaksanakan kegiatan budaya kerja di Disnakertrans. Tidak
Apabila tidak setuju mengembalikan kepada ketua KBK untuk
memperbaiki.
6. |Menugaskan sekertaris KBK untuk melaksanakan kegiatan y Kegiatan budaya kerja 15 menit |Kegiatan budaya kerja
budaya kerja. l 'r yang disetujui yang disetujui
7. |Melaksanakan kegiatan budaya kerja dan menyiapkan laporan v Kegiatan budaya kerja 3 jam Terlaksananya kegiatan
hasil kegiatan budaya kerja. B— —f yang disetujui budaya kerja, notulen
<—-:1 Tﬁ_ 1 IZj l kegiatan budaya kerja
7. |Membuat laporan pelaksanaan kegiatan budaya kerja dan Terlaksananya kegiatan 1 hari Terlaksananya kegiatan

mendokumentasikan.

budaya kerja, notulen
kegiatan budaya kerja

budaya kerja, laporan
budaya kerja,bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBUATAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) GU/TU/LS
GU (GANTI UANG), TU (TAMBAH UANG), LS (LANGSUNG)



Nomor SOP 13 Tahun 2024
| Tanggal Pembuatan |0
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh epalg i erjaan dan Transmigrasi
S [Proviisih Te% arayimur,
w % o
o g2
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 5 SVAS
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI S SP. MM
SEKRETARIAT 1) 32003
URUSAN KEUANGAN Judul SOP /GU/TU di Dinas Ketenagakerjaan Dan
Transmigrasi
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan 1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.

2

10

1"

dan UU Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok
Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

2. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1.
2.

SOP Bendahara Gaiji
SOP Bendahara Penerimaan

1. ATK

2. Komputer/laptop dengan aplikasi SIPKD dan printer.
3. Telepon/Faximile/internet.

4. DPA, TOR, RAB.

5. BKU, Bend 11, Buku kas harian, buku pajak

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan di Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP UP/GU/TU.




Pelaksana Mutu Baku
Kabag
No. Tahap Kegiatan Kepala Sub Kelembagaan | Kepala Biro Keterangan
Bagian TU Bendahara dia Analisls Organisasi Kelengkapan Waktu Output
Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menugaskan bendahara membuat konsep Fungsional pengeluaran, 10 menit | Disposisi/petunjuk
SPP GU/TULLS dan menyampaikan kepada ' Mulai ' Pengesahan SPJ, Buku Kas
kasubag. R Umum (BKU), Laporan
Pertanggungjawaban uang
persediaan, ringkasan SP2D,
Rekening Koran Bank,
regoster penutupan Kas,
Laporan penutupan kas
bulanan, Buku Pembantu
Pajak dan DPA.
2. |Menyusun konsep SPP GU/TU/LS dan z Disposisi/petunjuk 1 Jam Konsep SPP GU/TULS
menyampaikan kepada kasubag. ""73
3. |Meneliti dan memverifikasi berkas konsep b 4 Konsep SPP GU/TU/LS 30 Menit |Konsep SPP GU/TU/LS
SPP GU/TUAS. Apabila setuju, memaraf dan Tidak
menyampaikan ke kabag. Jika tidak setuju,
mengembalikan ke bendahara untuk
diperbaiki. Ya
4. |Memeriksa kebenaran dan kelengkapan ¥ Konsep SPP GU/TU/LS 30 Menit |Konsep SPP GU/TULS
berkas konsep SPP GU/TU/LS. Apabila /\ Ya
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Tidak .
kepala biro . Jika tidak setuju, mengembalikan \/
ke kasubag untuk diperbaiki.
5 |Memeriksa konsep SPP GU/TU/LS. Apabila Konsep SPP GU/TU/LS 30 Menit | SPP GU/TUILS
setuju, menandatangani dan diteruskan ke /
kabag. Jika tidak setuju, mengembalikan ke Tidak
kabag untuk diperbaiki.
Ya
6 |Menyampaikan kepada kasubag untuk SPP GU/TULS 10 Menit | SPP GU/TU/LS
ditindaklanjuti. r._!'j
7 |Menyampaikan kepada bendahara untuk A SPP GU/TUILS 10 Menit | SPP GU/TUILS
ditindaklanjuti. l |
8 |Menindaklanjuti dan mendokumentasikan b SPP GUITULS 1 Jam SPP GU/TUILS
SPP GU/TUALS Biro Organisasi. Selesai -




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Operator Bendah Kasubag | Pengguna | BAKEUDA | . Wakt o K:;ear:-
SIPKD b Keuangan Anggaran Prov. NTT ki ot il i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. |Menginput LPJ, SPP/SPM dan meneruskannya ke Konsep 3 Jam |Konsep
Bendahara _,‘ Mulai l LPJ/SPP/SPM SPM/SPP

Tk UP/GU/TU
SIPKD

2. |Merekonsiliasi angka yang telah diinput apabila setuju Konsep 1jam |Konsep
menyampaikan ke Sub Bag Keuangan dengan SPM/SPP SPM/SPP
menandatangani kelengkapan SPP apabila tidak Ya UP/GU/TU UP/GU/TU
mengembalikan ke operator SIPKD / SIPKD SIPKD final

Tidak

3. |Memeriksa SPP/SPM UP/GU/TU. Apabila setuju, \ SPP/SPM 15 menit |SPP/SPM
memaraf dan menyampaikan ke PA. Apabila tidak setuju / \ Ya UP/GU/TU UP/GU/TU
mengembalikan ke bendahara untuk diperbaiki.

Tidak \/
/

4. |Memeriksa dan Mengoreksi SPP/ SPM UP/GU/TU. v SPP/SPM 10 menit |SPP/SPM
Apabila Setuju menandatangani dan Menyerahkan / UP/GU/TU UP/GU/TU
kepada Kasubag Keuangan dan ditindaklanjuti. Apabila sudah sah
tidak setuju maka dikembalikan kepada Kasubag untuk Tidak
diperbaiki.

5. |Menerima dan menugaskan bendahara untuk SPP/SPM 10 menit |SPP/SPM
menindaklanjuti SPM UP/GU/TU. A UP/GU/TU sah UP/GU/TU

sah

6 |Mengajukan SPM UP/GU/TU ke BAKEUDA dan SPP/SPM 20 menit |[SPP/SPM
mendokumentasikan SPM UP/GU/TUDI Dinas & UP/GU/TU sah UP/GU/TU
Nakertrans sah




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pemungutan Retribusi Sewa Rumah Dinas,Sewa Aula dan Lainnya



Nomor SOP 14 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT

Disahkan oleh

URUSAN KEUANGAN

Judul SOP

|Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

dan UU Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur .

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

10

1"

1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.
2. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Bendahara UPGUTU
2. SOP Bendahara Gaji

1. ATK
2. Komputer/laptop dengan aplikasi SIPKD dan printer.
3. Telepon/Faximile/internet.

4. BKU Penerimaan
5. Keputusan Kepala Dinas Tentang Penghuni Rumah Dinas

Pencairan Anggaran Belanja Tidak Langsung(Honor/Tunjangan) akan terkendala jika terjadi
penyimpangan dalam prosedurnya.

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Pemungutan retribusi sewa rumah dinas dan.aula akan terkendala terjadi penyimpangan dalam|Data base Penghuni rumah dinas dan penyewa aula Plut
prosedur




Pelaksana Mutu Baku

Bidang

Akuntansi

No. Tahap Kegiatan
p Reg Operator Bendiihara Kasubag Pengguna Badan BUD/Kas Kelengkapan Waktu Output
SIPKD Penerimaan Keuangan Anggaran Daerah

Keuangan
Daerah

9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. |Menerima pembayaran tunai sewa rumah dinas dan Kuitansi Sewa 5 Menit  |Kuitansi dan
sewa aula, mencatat dalam Buku Kas Penerimaan dan pembukuan
menyetor ke BUD/Kas Daerah penerimaan

1
2. |Menyetor ke Kas Daerah y Kuitansi Sewa 1 hari Bukti Setoran
Bank

3. |Menginput dalam Aplikasi SIPKD bukti setoran bank A Bukti Setoran 15 menit |Hard Copy dan

atas retribusi Dinas dan menyerahkan Bidang Akunlab Bank Soft Copy
I SIPKD

4. |Merekonsiliasi angka yang telah diinput apabila setuju Ya SPP/SPM LS 10 menit |SPP/SPM LS
menyampaikan ke Sub Bag Keuangan dengan / Gaji GajilKesra
menandatangani kelengkapan SPP apabila tidak Tidak sudah sah
mengembalikan ke operator SIPKD untuk diperbaiki

B §

5. |Berita acara rekon sebagai dasar pembuatan laporan v SPP/SPM LS 10 menit |SPP/SPM LS
aplikasi dan laporan manual dan menyampaikan ke Gaji/Kesra sah Gaji/Kesra
Pengguna Anggaran sudah sah

6 |Menindaklanjuti dan Menyampaikan kepada Kepala SPP/SPM diproses| 20 menit |SPP/SPM
Dinas untuk diketahui sebagai laporan dan memperoleh di BPPKAD UP/GU/TU sah
tandatangan sebagai laporan kepada Bappeda dan
Dinas Asset dan Pendapatan. \

( Selesai |




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pencairan Anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji/ Tunjangan)




Nomor SOP 13 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

08 Oktober 202

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
URUSAN KEUANGAN

Dasar Hukum :

Judul SOP

1. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
dan UU Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur .

11 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok
Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.
2. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Benddahara Penerimaan
2. SOP Bendahara UPGUTU

1. ATK

2. Komputer/laptop dengan aplikasi SIPKD dan printer.
3. Telepon/Faximile/internet.

4. Aplikasi SPP, SPM. SP2D dan BKU;

5. Buku-buku pembantu gaji

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Pencairan Anggaran Belanja Tidak Langsung(Honor/Tunjangan) akan terkendala jika terjadi penyimpangan
dalam prosedurnya.

Data base Sub Bagian keuangan, Daftar gaji PNS Dinas Koperasi Tenaga Kerja ddan
Transmigrasi Provinsi NTT




Pelaksana Mutu Baku
Ketera-
No. Tahap Kegiatan Operator Bendahara Kasubag Pengguna | BAKEUDA | | @ @ an Waktu Otk ngan
SIPKD Gaji Keuangan Anggaran Prov. NTT gkap P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Menginput SPP/SPM LS Gaji/Kesra & meneruskannya Mulai Konsep SPP/SPM| 30 Menit |Hard Copy
ke Bendahara : Tidak hasil periksa SIPKD
(SPP/SPM)
2. |Merekonsiliasi angka yang telah diinput apabila setuju v Hard Copy SIPKD| 15 menit |Hard Copy
menyampaikan ke Sub Bag Keuangan dengan /\ Ya (SPP/SPM) SIPKD
menandatangani kelengkapan SPP apabila tidak (SPP/SPM)
mengembalikan ke operator SIPKD \{ hasil periksa
3. |Memeriksa SPP/SPM LS Gaji/Kesra. Apabila setuju, A Hard Copy SIPKD| 15 menit |[Hard Copy
memaraf dan menyampaikan ke PA. Apabila tidak setuju Tidak /\ (SPP/SPM) SIPKD
mengembalikan ke bendahara gaji untuk diperbaiki. (SPP/SPM)
\/ hasil periksa
4. |Menerima dan ditandatangani meneruskan ke kasubag \ 4 SPP/SPM LS Gaiji 10 menit |SPP/SPM LS
untuk menyelesaikan proses pengajuan SPP/ SPM LS. Gaji/Kesra
sudah sah
5. |Menerima dan menugaskan bendahara untuk ! SPP/SPM LS 10 menit |SPP/SPM LS
menindaklanjuti PM LS/Kesra Di Dinas Kopnakertrans . Gaji/Kesra sah Gaji/Kesra
sudah sah
6 |Mengajukan SPM LS Gaji/Kesra ke BAKEUDA dan v SPP/SPM 20 menit |SPP/SPM Letak kantor
mendokumentasikan SPM LS/Kesra Di Dinas diproses di UP/GUITU sah [il- Basuki
Kopnakertrans . . 4 BPPKAD R no 4

( Selesai l




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT

ard
o

~

erjaan dan Transmigrasi

URUSAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP 16 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 08 Okto 024
Tanggal Revisi 30
Tanggal Efektif /
Disahkan oleh a Dinas
ovingk AT
i
4! 1 <
9, 5 &
% &
[$ia.R. Pe
IP.
Judul SOP Aa

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1

10

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur .

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok
Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.
2. SOP Penyusunan Renstra di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi . 2. Komputer.
3. SOP Penanganan Surat masuk. 3. Telephon/Faximile.
4. Printer.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan RENJA tidak sesuai prosedur, maka akan berdampak pada kualitas penyusunan RKA
dan DPA.

Disimpan dalam bentuk Soffcopy dan Hardcopy .

na Kerja (RENJA)

3. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.




Pelaksana Mutu Baku
Sekretariat Analis
No. Tahap Kegiatan ; urusan Perencanaan, Ket
Sekretaris Sekretariat Evalussl dan Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
urusan PDE Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menugaskan Sekretariat urusan Sekretariat urusan PDE untuk (-—j Agenda Kerja 15 menit | Disposisi
menyusun rencana kerja Mulai

2. |Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk | gl Disposisi 15 menit | Disposisi
mengumpulkan  bahan  penyusunan renja Kepala Dinas E
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dari tiap-tap bagian dan J
menyerahkan kepada Sekretariat urusan Sekretariat urusan PDE.

3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penyusunan renja Kepala \ 2 Disposisi 3 hari Bahan penyusunan rencana kerja
kepada Sekretariat urusan Sekretariat urusan PDE. Dinas Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi, disposisi

4. |Menyusun konsep rencana kerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan , Bahan penyusunan rencana kerja Dinas 1 minggu |Konsep rencana kerja Dinas
Transmigrasi dan menyerahkan kepada Sekretariat urusan Sekretariat Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, disposisi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,
urusan PDE. disposisi

5. |Memeriksa konsep rencana kerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ) Tidak Konsep rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan dan 2 Jam Draf rencana kerja Dinas
Transmigrasi. Apabila setuju memberi paraf dan menyampaikan a Transmigrasi, disposisi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,
kepada kepala Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. disposisi
Apabila tidak setuju mengembalikan kepada Sekretariat urusan Ya
Sekretariat urusan PDE untuk diperbaiki.

6. |Memeriksa draf rencana kerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Draf rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan dan 2 jam Draf rencana kerja Dinas
Transmigrasi. Apabila setuju menyampaikan kepada kabag untuk Tidak /' Transmigrasi, disposisi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,
mempersiapkan rapat pembahasan draf rencana kerja dan apabila disposisi
tidak setuju mengembalikan kepada Sekretariat urusan Sekretariat -
urusan PDE untuk diperbaiki. .

7 |Menugaskan Sekretariat urusan Sekretariat urusan PDE untuk Draf rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan dan 15 Menit |Draf rencana kerja Dinas
mempersiapkan rapat pembahasan draf rencana kerja Kepala Dinas Transmigrasi, disposisi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. : disposisi

8 |Mengundang para kabag, kasubag dan pejabat pelaksana untuk v Draf rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan dan 15 Menit |Draf rencana kerja Dinas
mengikuti rapat pembahasan draf rencana kerja yang dipimpin oleh I ] Transmigrasi, disposisi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,
kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi . . undangan

9 |Rapat pembahasan draf rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan dan v Draf rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan dan 2 Jam Draf rencana kerja Dinas
Transmigrasi yang dipimpin oleh kepala Dinas Ketenagakerjaan dan __;r I__> ;l Transmigrasi, undangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,
Transmigrasi dan menugaskan Sekretariat urusan Sekretariat urusan L t e 3 notulen rapat
PDE untuk menyempurnakan sesuai hasil rapat.

|

10 |Menyempurnakan draf rencana kerja sesuai notulen rapat dan Draf rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan dan 1 Hari Draf rencana kerja Dinas
menyampaikan kepada Kasubag Sekretaris. 1 Transmigrasi, notulen rapat Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,

notulen rapat

11 |Memeriksa hasil penyempurnaan draf rencana kerja. Apabila setuju Draf rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan dan 2 Jam Draf rencana kerja Dinas
memaraf dan menyampaikan kepada kepala Dinas Ketenagakerjaan ‘\ Tidak Transmigrasi, notulen rapat Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,
dan Transmigrasi Apabila tidak setuju dikembalikan kepada notulen rapat
Sekretariat urusan Sekretariat urusan PDE untuk memperbaiki. ;

Ya
12 |Memeriksa hasil penyempurnaan draf rencana kerja. Apabila setuju Draf rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan dan 1Jam Dokumen rencana kerja Dinas

menandatangani dan menyampaikan kepada Sekretaris. Apabila tidak
setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk memperbaiki.

Tidak

Ya

Transmigrasi , notulen rapat

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi




Pelaksana Mutu Baku
Sekretariat Analis Ketera
No. Tahap Kegiatan urusan Perencanaan
i s ngan
Sekretaris Selkiatasiot Evibaasl dat Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
urusan PDE Pelaporan
1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10
13 |Menyerahkan dokumen rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Dokumen rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan dan 10 menit |Dokumen rencana kerja Dinas
Transmigrasi kepada Sekretariat urusan Sekretariat urusan PDE untuk Transmigrasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
didistribusikan dan didokumentasikan.
|
14 |Menyerahkan dokumen rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan dan y Dokumen rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan dan 10 menit |Dokumen rencana kerja Dinas
Transmigrasi kepada analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan Transmigrasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
untuk didistribusikan dan didokumentasikan.
15 |Mendistribusikan dan Mendokumentasikan dokumen rencana kerja Dokumen rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan dan 1 jam Dokumen rencana kerja Dinas
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi . Selesai Transmigrasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,
— bukti dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN (RKA)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
URUSAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP 17 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 1. Pendidikan minimal SLTA.
Birokrasi 2010-2025. 2. Memahami penyusunan program dan anggaran.
2 Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 3. Menguasai komputer.
Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana | 4. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
Pembangunan Daerah.
3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah
5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026
7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur .
10 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok
Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.
2. SOP Penanganan surat masuk. 2. Komputer.
3. SOP Penysunan Rencana Kerja (RENJA) di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi . 3. Telepon/Faximile.
4. Printer.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada kualitas penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
: K Sub Analis ‘
No. aha iatan oordi Pere et
i Sekretaris KSekrelt::iatotr — d:::?::nn' Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
urusan PDE Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menugaskan Sub Koordinator Sekretariat urusan PDE untuk Agenda Kerja 15 Menit |Disposisi
menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Dinas m
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .

2. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi dan perencanaan l_———_l/ Disposisi 15 menit [Disposisi
untuk menyiapkan bahan kelengkapan penyusunan rencana
kegiatan dan anggaran dari tiap-tiap Bidang dan menyerahkan
kepada Sub Koordinator Sekretariat urusan PDE.

3. |Menyiapkan bahan kelengkapan penyusunan rencana kegiatan dan , Disposisi 2 Hari Bahan kelengkapan penyusunan
anggaran dari tiap-tiap Bidang dan menyampaikan kepada Sub r"j rencana kegiatan dan anggaran
Koordinator Sekretariat urusan PDE. 1 I (RKA) Dinas Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi dari tiap-tiap bagian.

4. |Menyusun konsep rencana kegiatan dan anggaran Dinas , Bahan kelengkapan 3 Hari Konsep rencana kegiatan dan
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kemudian menyerakan kepada H penyusunan rencana kegiatan anggaran (Konsep RKA) Dinas
Sub Koordinator Sekretariat urusan PDE. l ' dan anggaran (RKA) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi dari tiap-tiap
bagian.

5. |Memeriksa konsep rencana kegiatan dan anggaran Dinas Konsep rencana kegiatan dan 1Jam |Draf rencana kegiatan dan anggaran
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi . Apabila setuju memberi paraf| \ Tidak anggaran (Konsep RKA) Dinas Ketenagakerjaan dan
dan menyampaikan kepada kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .

Transmigrasi . Apabila tidak setuju mengembalikan kepada Sub Transmigrasi
Koordinator Sekretariat urusan PDE untuk diperbaiki. Ya

6 |Memeriksa draf rencana kegiatan dan anggaran Dinas Draf rencana kegiatan dan 1 Jam Rencana kegiatan dan anggaran
Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi Apabila  setuju Tidak /" anggaran Dinas Dinas Ketenagakerjaan dan
menandatangani dan menyampaikan kepada kabag. Apabila tidak Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .
setuju mengembalikan kepada Sub Koordinator Sekretariat urusan Ya Transmigrasi .

PDE untuk diperbaiki.

7 |Menyerahkan rencana  kegiatan dan  anggaran Dinas v Rencana kegiatan dan 15 menit [Rencana kegiatan dan anggaran
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kepada Sub Koordinator anggaran Dinas Dinas Ketenagakerjaan dan
Sekretariat urusan PDE. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi , disposisi

Transmigrasi .

8 [Menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran Dinas y Rencana kegiatan dan 15 menit |Rencana kegiatan dan anggaran
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kepada analis perencanaan, anggaran Dinas Dinas Ketenagakerjaan dan
evaluasi dan pelaporan. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi , disposisi

Transmigrasi, disposisi
9 [Menggandakan, mendistribusikan dan mendokumentasikan. Rencana kegiatan dan 15 menit |Rencana kegiatan dan anggaran

‘.’ Selesa ’

anggaran Dinas
Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi, disposisi

Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi , bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)



Nomor SOP 18 Tahun 2024

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
URUSAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Tanggal Pembuatan |08 4
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif /
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Judul SOP P Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
ATE

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2 Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur .

10 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

ASN.

Pendidikan minimal S1.

Memahami sistematika penyusunan laporan.
Memahami tata naskah dinas.

Rl o

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.

2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.

3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Dinas Ketenagakerjaan dan 3. Printer.

4. SOP penyusunan laporan tahunan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LPPD tidak dipatuhi maka akan berdampak
pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas data/informasi dalam LPPD yang

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

tidak valid.




Pelaksana Mutu Baku
Analis
No. Tahap Kegiatan ; Sekretariat Perencanaan, ; Keterangan
Sekretaris urusan PDE Evaluast den Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menugaskan Sekretariat urusan PDE untuk Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
mempersiapkan konsep laporan | Mulai '
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD). g
2. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi dan \ Disposisi 15 menit |Disposisi
pelaporan untuk mengumpulkan bahan E_L_:Il
penyusunan LPPD dari tiap-tiap bidang dan
menyerahkan kepada Sekretariat urusan PDE.
3. |[Mengumpulkan dan menyerahkan bahan r__!’ Disposisi 1 hari Bahan laporan, disposisi
penyusunan LPPD kepada Sekretariat urusan 1 I
PDE.
4. |[Mengonsep LPPD kemudian menyerahkan A Bahan laporan, disposisi 1 hari Konsep LPPD Dinas,
kepada Sekretaris. { disposisi
5. |[Memeriksa konsep LPPD Jika  setuju " Konsep LPPD Dinas, 1 jam Draf LPPD Dinas
menyampaikan  kepada  kepala Dinas N, | Tidek disposisi disposisi
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi . Jika tidak /
setuju mengembalikan kepada  Sekretariat
urusan PDE untuk diperbaiki Ya
6. |Memeriksa draft LPPD. Jika setuju Draf LPPD Dinas, 1 jam LPPD Dinas, disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepada Tidak /‘ disposisi.
Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Sekretaris untuk diperbaiki.
7. |Menyerahkan LPPD kepada Sekretariat urusan LPPD Dinas, disposisi 10 menit JLPPD Dinas, disposisi
PDE untuk ditindaklanjuti.
8 |Menyerahkan LPPD kepada analis perencanaan, LPPD Dinas, disposisi 10 menit  |LPPD Dinas disposisi
evaluasi dan pelaporan untuk ditindaklanjuti.
9 |Menggandakan, mendistribusikan dan LPPD Dinas, disposisi 1 jam LPPD Dinas, bukti
mendokumentasikan LPPD Dinas dokumentasi

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)




Nomor SOP 19 Tahy; 4
Tanggal Pembuatan 0,
Tanggal Revisi
Tanggal Efrektif <
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URUSANPROGRAM DATA DAN EVALUASI Judul SOP ﬂ'?!Nﬂ Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, 1. ASN.
LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat. 2. Pendidikan minimal S1.
2 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 3. Memahami sistematika penyusunan laporan.
4. Memahami tata naskah dinas.
3 Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
5 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah
6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026
8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur .
10 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan
Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.
3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi . 3. Printer.
4 SOP penyusunan laporan tahunan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKPJ tidak dipatuhi maka akan berdampak pada
ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas data/informasi dalam LKPJ yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




No.

Tahap Kagiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Sekretaris

Sekretariat
urusan PDE

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

5

7

8

9

10

Menugaskan Sekretariat urusan PDE untuk
mempersiapkan konsep laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ).

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LKPJ dari tiap-tiap bagian dan
menyerahkan kepada Sekretariat urusan PDE.

Disposisi

15 menit

Disposisi

Mengumpulkan dan menyerahkan bahan

penyusunan LKPJ kepada Sekretariat urusan
PDE

Disposisi

1 hari

Bahan laporan, disposisi

Mengonsep LKPJ kemudian
kepada Sekretaris.

menyerahkan

Bahan laporan, disposisi

1 hari

Konsep LKPJ Dinas
disposisi

Memeriksa konsep LKPJ. Jika
menyampaikan kepada kepala
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .
setuju mengembalikan kepada
urusan PDE untuk diperbaiki.

setuju
Dinas
Jika tidak
Sekretariat

Tidak

Ya

Konsep LKPJ Dinas,
disposisi

1jam

Draf LKPJ Dinas,
disposisi

Memeriksa draft LKPJ. Jika  setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada
Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Sekretaris untuk diperbaiki.

Tidak

Ya

Draf LKPJ Dinas,
disposisi.

1 jam

LKPJ Dinas, disposisi

Menyerahkan LKPJ kepada Sekretariat urusan
PDE untuk ditindaklanjuti.

LKPJ Dinas, disposisi

10 menit

LKPJ Dinas

Menyerahkan LKPJ kepada analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk ditindaklanjuti.

LKPJ Dinas, disposisi

10 menit

LKPJ Dinas, disposisi

Menggandakan, mendistribusikan, dan
mendokumentasikan LKPJ Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .

selesa

LKPJ Dinas, disposisi

1 jam

Laporan LKPJ, bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIAT

Nomor SOP 20 'T'ahun 2024

Tanggal Pembuatan 08 Qictober 024

Taanewsn

URUSAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI Judul SOP
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 1. ASN.

Birokrasi 2010-2025.

2 Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur .

10 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

2. Pendidikan minimal S1.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.
3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Dinas Ketenagakerjaan dan 3. Printer.

4. SOP penyusunan laporan tahunan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKIP tidak dipatuhi maka akan berdampak
pada ketidaktepatan waktu penyampaian LKIP dan kualitas data/informasi dalam LKIP yang tidak
valid.

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy.




No.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Sekretaris

Sekretariat
urusan
Sekretariat
urusan
Sekretariat
urusan PDE

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

4

5

7

8

9

10

Menugaskan Sekretariat urusan Sekretariat
urusan  Sekretariat urusan PDE  untuk
mempersiapkan konsep LKIP Dinas

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .

l Mulai '

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LKIP Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi  dari tiap-tiap bagian dan
menyerahkan kepada Sekretariat urusan
Sekretariat urusan Sekretariat urusan PDE.

[

Disposisi

15 menit

Disposisi

Mengumpulkan dan menyerahkan bahan
penyusunan LKIP Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi  kepada  Sekretariat urusan
Sekretariat urusan Sekretariat urusan PDE.

Disposisi

10 hari

Bahan laporan, disposisi

Mengonsep LKIP Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi kemudian menyerahkan kepada
Sekretaris.

Bahan laporan, disposisi

1 hari

Konsep LKIP Dinas,
disposisi

Memeriksa konsep LKIP Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi Jika setuju menyampaikan
kepada kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi . Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Sekretariat urusan Sekretariat urusan
Sekretariat urusan PDE untuk diperbaiki.

Ya

Konsep LKIP Dinas,
disposisi

1jam

Draf LKIP Dinas,
disposisi

Memeriksa draft LKIP Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi. Jika setuju menandatangani
dan menyerahkan kepada Kabag. Jika tidak
setuju mengembalikan kepada Sekretariat
urusan Sekretariat urusan Sekretariat urusan
PDE untuk diperbaiki.

Tidak

D

Ya

Draf LKIP Dinas,
disposisi.

1jam

LKIP Dinas

Menyerahkan LKIP Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi  kepada  Sekretariat urusan
Sekretariat urusan Sekretariat urusan PDE untuk
ditindaklanjuti.

LKIP Dinas

10 menit

LKIP Dinas

Menyerahkan LKIP Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi kepada analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk ditindaklanjuti.

LKIP Dinas

10 menit

LKIP Dinas

dan
Dinas

Menggandakan, mendistribusikan
mendokumentasikan LKIP
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .

Selesai

LKIP Dinas

1jam

LKIP Dinas
Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi , bukti

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
URUSAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP 21 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 08 Oktober 2024
Tanggal Revisi sembe

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

|Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1

2

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur .

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok
Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK.
2. SOP Penanganan Nota Dinas. 2. Komputer.
3. SOP Penanganan Surat Keluar. 3. Telepon/Faximili.
4. Printer.
|Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Renstra Terlambat disusun dan disampaiakan kepada Gubernur akan berdampak pada kualitas|Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
penyusunan RENJA, RKA/DPA dan dokumen perencanaan lainnya.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Dinas Analis

0. ha i eten kretariat

" Taiwp eawin Ketenagakerla|  sekretaris S || Kelengiage Waktu Output e i

| Transmigrasi Pelaporan

1 |Menelaah Surat Edaran Gubernur tentang Surat Edaran 15 menit |Surat Edaran dan
Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Mulai Disposisi
dan mendisposisi kepada Sekretaris.

2 [Menelaah Surat Edaran Gubemur dan ‘L Surat Edaran dan 20 menit  [Surat Edaran,
disposisi Kadis, selanjutnya mendisposisi Disposisi Disposisi dan petunjuk
kepada Sekretaris Dinas untuk menyusun
konsep RENSTRA Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi

3 [Menelaah konsep Surat Edaran Gubernur Surat Edaran, Disposisi| 10 menit |Surat Edaran,
dan  disposisi pimpinan  selanjutnya W dan petunjuk Disposisi dan petunjuk
menugaskan analis perencanaan, evaluasi
dan pelaporan untuk menyampaikan SE
Gubemnur ke setiap Bidang.

4 |Mendistribusi SE Gubemur kepada seluruh , Surat Edaran, 2 Minggu |Surat Edaran
Bidang selanjutnya mengumpulkan dan Disposisi, petunjuk Gubernur, diposisi dan
mengolah data dari tiap Bagian kemudian data yang telah diolah
menyerahkan kepada Sekretaris.

5 |[Menyusun Konsep RENSTRA Dinas 2 Surat Edaran 2 Minggu |Konsep RENSTRA
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Gubernur, diposisi dan Dinas
menyampaikan kepada Kepala Bidang. data yang telah diolah Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi

6 |Mengadakan Rapat bersama seluruh Bidang : < Konsep RENSTRA 2 Jam Konsep RENSTRA,
untuk membahas Konsep RENSTRA Dinas ::E_J )i_-t Dinas Ketenagakerjaan Notulen rapat
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan L . dan Transmigrasi
menugaskan Kasubag untuk é
menyempurnakan sesuai hasil rapat.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Dinas Analis
Tahap Kegiatan Ketenagakerja ; Sekretariat | Perencanaan, : Keterangan
anag:n e urusan PDE | Evaluasi dan Relengiapan Wakiu Outpent
Transmigrasi Pelaporan

7 |Memperbaiki Konsep RENSTRA Dinas Konsep RENSTRA Biro 3 Hari Konsep RENSTRA
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sesuai Dinas
hasil rapat, dan menyampaikan kepada Ketenagakerjaan dan
Sekretaris. Transmigrasi

8 |Memeriksa konsep RENSTRA Dinas Konsep RENSTRA 3 Jam Draf RENSTRA Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Apabila Dinas Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan dan
setuju, memaraf dan disampaikan kepada dan Transmigrasi Transmigrasi

. : : ; Ya
Kepala Dinas. Apabila tidak setuju, \6 Tidak
dikembalikan kepada Kasubag untuk ) 4
memperbaiki.

9 |Memeriksa Draf RENSTRA Dinas Draf RENSTRA Dinas 3 Jam Draf RENSTRA Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Apabila ‘\ Ketenagakerjaan dan Ketenagakerjaan dan
setuju, menandatangani dan diproses lebih < Transmigrasi dan Nota Transmigrasi dan
lanjut oleh analis perencanaan, evaluasi dan / Tidak Dinas Pengantar Nota Dinas Pengantar
pelaporan, Apabila tidak setuju,
dikembalikan kepada Kabag untuk Ya
memperbaiki.

10 |[Menggandakan, menyampaikan RENSTRA RENSTRA Dinas 1 Jam RENSTRA Dinas
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi A 2 Ketenagakerjaan dan Ketenagakerjaan dan
kepada Gubernur up. Kepala BAPPEDA, Selesai Transmigrasi dan Transmigrasi ,Nota

mendistribusi copy RENSTRA
seluruh bagian dan mengarsipkan.

kepada

Nota Dinas Pengantar

Dinas Pengantar, dan
bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyusunan Laporan Tahunan



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
URUSAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP

22 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur .
Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

2

10

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.
2 SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.
3 SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan,Semester di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi . 3. Printer.

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi maka akan berdampak pada
ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Analis
No. Tahap Kegiatan . Sekretariat | Perencanaan, : Keterangan
Sekretaris e POE | Bealinsl dan Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Pelaporan
1 2 3 4 5 (] 7 8 9 10
1. [Menugaskan Sekretaris untuk mempersiapkan Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
konsep laporan tahunan.
2. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi - Disposisi 15 menit  |Disposisi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan I =
penyusunan laporan tahunan dan tiap-tiap
bagian.
3. [Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Disposisi 1 hari Bahan laporan, disposisi

penyusunan laporan tahunan kepada Sekretaris.

==

Mengonsep laporan tahunan  kemudian

menyerahkan kepada Sekretaris.

43

Bahan laporan, disposisi

1 hari

Konsep laporan, disposisi

Memeriksa konsep laporan tahunan. Jika setuju
menyampaikan kepada kepala Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Jika tidak
setuju mengembalikan kepada Sekretariat
urusan PDE untuk diperbaiki

Tidak

Konsep laporan,
disposisi

1 jam

Draf laporan, disposisi

Memeriksa draft laporan tahunan. Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada
Sekretariat urusan PDE. Jika tidak setuju
mengembalikan  kepada  Sekretris  untuk
diperbaiki.

Tidak

Draf laporan, disposisi.

1jam

Laporan, disposisi

Menyerahkan tahunan

Sekretaris

laporan kepada

Laporan, disposisi

10 menit

Laporan, disposisi

Menyerahkan laporan tahunan kepada analis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Mendistribusikan  dan
Laporan tahunan.

mendokumentasikan

Laporan, disposisi

10 menit

Laporan, disposisi

Laporan, disposisi

1 Jam

Laporan tahunan Dinas
Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi , bukti




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Semester



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
URUSAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP 23 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 08 4
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif o Ly
Disahkan oleh pala Dinas n erjaan dan Transmigrasi

5 ro TéaddarA\Timur,

ol Sty A) S

ja R. Pe } SP. MM
2003

Judul SOP wEatllgpsfan Bulanan, Triwulan dan Semester

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

2

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur .

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024
tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

10

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.
3. Printer.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, dan Semester
tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Analis Kepala Dinas
No. Tahap Kegiatan : Sekretariat | Perencanaan, |Ketenagakerja Keterangan
Senetans urusan PDE | Evaluasi dan an dan Kelmnghapan Wk Custpes
Pelaporan | Transmigrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menugaskan Sekretaris untuk mempersiapkan Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
konsep laporan.
2. |Menugaskan analis perencanaan, Evaluasi dan — : Disposisi 15 menit  |Disposisi
Pelaporan untuk mengumpulkan bahan atau data —E
dukung penyusunan laporan dan menyusun ;
konsep laporan.
3. |Mengumpulkan bahan atau data dukung F Disposisi 3 hari Bahan laporan, disposisi
kemudian menyusun konsep laporan dan L...j
menyampaikan kepada Sekretaris. ]
4. |Memeriksa konsep laporan. Jika setuju Bahan laporan disposisi 1jam Konsep laporan, disposisi
menyampaikan kepada kabag. Jika tidak setuju Ya /\
dikembalikan kepada analis perencanaan, ~ Tidak
evaluasi dan pelaporan untuk diperbaiki.
5. |[Memeriksa konsep laporan. Jika setuju \ Konsep laporan disposisi 1 jam Draf laporan, disposisi
menyampaikan kepada kepala Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi . Jika tidak Tidak
setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk
diperbaiki. L
6. |[Memeriksa draft laporan. Jika  setuju Draf laporan. 1 jam Laporan disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepada Tidak -
Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kabid untuk diperbaiki. Ya
7. |Menyerahkan laporan kepada Sekretaris untuk Laporan disposisi 10 menit  |Laporan disposisi
didokumentasikan.
8 |Menyerahkan laporan kepada analis 4 Laporan disposisi 10 menit |Laporan disposisi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
didokumentasikan.
L“
9 |Mendistribusikan dan Mendokumentasikan Laporan disposisi 20 menit |Laporan bulanan, triwulan
Laporan. m dan semester, bukti

dokumentasi
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
SUB KOORDINASI PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP 24 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 0
Tanggal Revisi 17

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

|Dasar Hukum :

Judul SOP

Kualifikasi pelaksana :

1

10

1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguanan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubemur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

1. Pendidikan minimal Sarjana.

2. Memahami Peraturan Perundang Undangasn yang terkait
3. Memahami sasaran dan capaian program

4. Memahami tugas pokok dan fungsi uraian tugas

5. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

6.

melaui Renstra OPD

|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP SOP Penyusunan Renja 1. Peraturan Perundang Undang yang berlakudan terkait SAKIP
2. SOP Penyusunan RKA 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program
3. SOP Penyusunan laporan LPPD, LKPJ, LKIP 3. Alat tulis kantor
4. SOP Penyusunan Renstra 4. Printer.
5. SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Semester dan Tahunan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pengumpulan data Kinerja tidak terselesaikan akan berdampak pada terhambatnya
|proses proses pelaksanaan kegiatan berikutnya .

1. Kepala SKPD Lembar disposisi/arahan; tandatangan
2. Sekretaris SKPD Lembar disposisi; paraf
3. PDE Lembar disposisi; paraf

Setiap tahapan terdokumentasi dengan baik dalam bentuk soft copy dan hard copy

Memehami Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Daerah dan penjabarannya




Pelaksana Mutu Baku
: Analis
- Sekretarian
No. Tahap Kegiatan ! e Sekretariat | Perencanaan, 3 ! Keb Wakt Outiot Keterangan
o i ok urusan PDE | Evaluasidan Bndmdan ¥
Pelaporan

1 |Memerintahkan Sekretaris untuk berkoordinasi Dokumen Smenit |Dokumen format
dengan Sekretariat urusan PDE untuk l Mulai l data
menyiapkan data dan informasi kinerja
kepada seluruh Bidang, Sekretarian dan UPT.

2 |Menindaklanjuti arahan Kepala Dinas dengan " Dokumen 5menit |Dokumen format
menugaskan Sekretariat urusan PDE untuk data
menyiapkan format data dan informasi kinerja
untuk dilengkapi kepada seluruh Bidang,

Sekretarian dan UPT.

3 |Menelaah arahan pimpinan selanjutnya Dokumen Smenit |Dokumen format
menugaskan analis perencanaan, evaluasi ‘\ data
dan pelaporan untuk menyusun konsep format <
data dan informasi kinerja v d

A Ya

4 |Menyusun Konsep format data dan informasi 4 Dokumen 10 menit |Dokumen format
kinerja menyampaikan kepada Kepala Tidak data
Sekretariat urusan PDE.

5 |Menyampaikan format, menghimpun dan \ Dokumen 1 hari Rekapan Data
mengkompilasi data dan informasi kinerja Kinerja
kepada Sekretariat, Bidang dan UPT

6 |Meneliti dan mengoreksi data dan informasi Dokumen 2 jam Dokumen Data
kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan Kinerja
penyusunan  Laporan Kinerja  kepada \

Sekretaris Ya

7 |Meneliti dan mengoreksi data dan informasi Dokumen 2 jam Dokumen Data
kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan s Tidak Kinerja
penyusunan Laporan Kinerja kepada Kepala I Selesai
Dinas
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SEKRETARIAT
URUSAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Judul SOP

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Telah mengikuti pembekalan tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
Birokrasi 2010-2025. Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

2 Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Asesor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Memiliki pemahaman tentang Evaluasi AKIP
Rencana Pembangunan Daerah. Memahami kebijakan tentang Evaluasi AKIP

3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Memiliki kemampuan melakukan Evaluasi AKIP
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi

10 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan
Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

D AN =

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP SOP Penyusunan Renja 1. Peraturan Perundang Undang yang berlakudan terkait AKIP
2. SOP Penyusunan RKA 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program
3. SOP Penyusunan laporan LPPD, LKPJ, LKIP 3. Alat tulis kantor
4. SOP Penyusunan Renstra 4. Printer.
5. SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Semester dan Tahunan
6. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Maturitas SPIP pada Pemerinta Prov NTT
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika Prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan keterlambatan perolehan 1. LKE Evaluasi AKIP
hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah 2. Dokumena Pembuktian (Kuisioner lanjutan, wawancara, reviuw dokumen, observasi)
2. Jika Prosedur ini tidak dilaksanakan sesuai standart maka dapat menyebabkan perbedaan 3. draf dan Laporan Evaluasi AKIP
hasil penilaian evaluasi AKIP yang signifikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evakuasi 4. Nilai Evaluasi AKIP

Provinsi




Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan . Sekretariat urusan Tim Evaluasi | Tim Evaluasi Keterangan

Kepala Dinas PDE Asesor I ) Provinsi Kelengkapan Waktu Output
Pimpinan PD menerbitkan/menetapkan Surat Disposisi surat 30 menit |SK Tim Evaluasi
Keputusan tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas [ Mulai } Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah (AKIP) Kinerja Pemerintah

(AKIP)
Pimpinan PD menerbitkan/menetapkan Surar . Disposisi surat 30 menit |SK Asesor Evaluasi
Keputusan tentang Penunjukan Asesor Akuntabilitas
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja Pemerintah
(AKIP) (AKIP)
Tim Evaluasi Internal menyampaikan LKE Disposisi surat, SK Tim 30 menit |Data dukung
AKIP kepada Sekretariat urusan PDE untuk Evaluasi, SK Asesor. indikator AKIP
menyiapkan data dukungnya LKE AKIP
Sekretariat urusan PDE mengumpulkan ' LKE AKIP 1 bulan |Data dukung
dokumen pendukung terhadap setiap indikator indikator AKIP
penilaian dan menyampaikan kepada Tim
Evaluasi Internal
- . Tidak T
Asesor menerima dokumen pendukung —‘1 LKE AKIP 2 hari Hasil Penilaian
indikator penilaian, melakukan verifikasi, serta Ya Internal Evaluasi
mengupload bukti dukung untuk diverifikasi € AKIP
oleh tim evaluasi Provinsi
Tim Evaluasi Provinsi melakukan verifikasi LKE AKIP, Data 1bulan |Hasil Evaluasi
data dukung indikator penilaian terhadap LKE Dukung Indikator AKIP, AKIP
AKIP Hasil Penilaian Internal
Evaluasi AKIP

Tim Evaluasi Provinsi mengeluarkan Nilai LKE Penilaian AKIP 1 Minggu |Hasil Evaluasi
Evaluasi AKIP AKIP
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Judul SOP Rekomendasi Izin Operasional Kantor Cabang LPPRT/LPTKS

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1B
2.
3.

o

10.

il

12.

12.

13.

14

Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian,
Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan
AtasmKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Intervensi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan
Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan
Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 358/KEP/HK/2018 tentang Penghentian
Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur
keluar Provinsi NTT.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja
Dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Memiliki pemahaman tentang proses Izin Operasional kantor cabang LPPRT/LPTKS
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang P3TK dan Seksi P3TK




16 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

16 Peraturan Gubemur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan
Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP penanganan surat keluar 1. ATK
2. SOP penanganan surat masuk 2. Komputer
3. SOP Rekomendasi Izin Operasional Kantor Cabang LPPRT/LPTKS 3. Telepon/Faximile
4. SOP Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Kantor Cabang LPPRT/LPTKS 4. Ceklist Rekomendasi Izin Operasional Kantor Cabang
5. SOP Rekomendasi Pergantian Kepala Cabang LPPRT/LPTKS
6. SOP Rekomendasi Perpindahan Alamat Kantor Cabang LPPRT/LPTKS

7. _SOP Penerbitan Surat Pengantar Rekrut ( SPR )

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Izin Operasional Kantor Cabang LPPRT/LPTKS tidak dibuat sesuai prosedur maka Dinas |Data Rekomendasi Izin Operasional dicatat secara manual dan elektronik
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT tidak mengeluarkan Rekomendasi Izin Operasional
Kantor Cabang.




Pelaksana Mutu Baku

No. Tahapan Kegiatan Kepala Bidang Kepala Seksi P:l:j::::al Eapaia ians Keterangan

Sekretaris Dinas PITK P3TK Fungsionsl Ketenagakerjaan Kelengkapan Waktu Output
dan Transmirasi
Pengantar Kerja

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1. [Menerima berkas permohonan Rekomendasi Izin Operasional Agenda Kerja 10 menit  |Disposisi
Kantor Cabang LPPRT/ALPTKS dan meneruskan kepada
Bidang untuk diproses

2. |Menugaskan Kepala Seksi untuk proses pemeriksaan Disposisi 20 menit  |Disposisi
permohonan/administrasi/berkas untuk melakukan peninjauan
ke kantor cabang LPPRT/LPTKS

3. |Memeriksa berkas permohonan untuk kemudian diteruskan EL—l Disposisi, Berkas 10 Menit  |Disposisi
kepada Pejabat Pelaksana untuk memeriksa kelengkapan Permohonan
berkas permohonan dan menyiapkan SPT untuk melakukan
peninjauan kantor cabang

4. |Menganalisis berkas permohonan, apabila lengkap membuat Ya Disposisi, Berkas 2 Hari Draft
Konsep Rekomendasi I1zin Operasional dan jika tidak lengkap Permohonan, Cek Rekomendasi
menghubungi pemohon untuk melengkapi berkas permohonan List, BA. Persetujuan

Pemeriksaan

5. |Memeriksa konsep Rekomendasi Izin Operasional yang Ya P Draft 30 Menit |Draft
diajukan. Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Y Tidak Rekomendasi Rekomendasi
Kepala Bidang dan apabila tidak setuju mengembalikan Persetujuan Persetujuan
kepada Pejabat Pelaksana/Fungsional Pengantar Kerja untuk
diperbaiki.

6. |Memeriksa konsep Rekomendasi Izin Operasional yang Ya )\ Draft 30 menit |Draft
diajukan. Apabila setuju, memaraf dan meneruskan kepada Rekomendasi Rekomendasi
Sekretaris Dinas dan apabila tidak setuju mengembalikan \‘ ( Tidak Persetujuan Persetujuan
kepada Pejabat Pelaksana/Fungsional Pengantar Kerja untuk
diperbaiki.

7. |Memeriksa konsep Rekomendasi Izin Operasional yang v Draft 30 menit  |Draft
diajukan. Apabila setuju, memaraf dan meneruskan kepada N, Rekomendasi Rekomendasi
Kepala Dinas dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada v Tidak Tidek Persetujuan Persetujuan
Bidang untuk diperbaiki. !

8. |Memeriksa Rekomendasi Izin Operasional, apabila setuju Draft 30 menit |Rekomendasi
menandatangani dan ditindaklanjuti, apabila tidak setuju Ya > Rekomendasi Persetujuan
dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki Persetujuan

| wan——

9. |Menyerahkan Rekomendasi Izin Operasional ke pemohon dan — Rekomendasi 1 Menit |Rekomendasi

mengarsipkan Dokumen Permohonan Rekomendasi Izin Persetujuan Persetujuan

Operasional Kantor Cabang
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Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan
Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan
AtasmKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Intervensi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan Terpadu
Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 358/KEP/HK/2018 tentang Penghentian
Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur keluar
Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja Dilingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Memiliki pemahaman tentang proses persetujuan perpanjangan Izin kantor cabang LPPRT/LPTKS
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang P3TK dan Seksi P3TK




17 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok
Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP penanganan surat keluar 1. ATK
2. SOP penanganan surat masuk 2. Komputer
3. SOP Rekomendasi Persetujuan Kantor Cabang LPPRT/LPTKS 3. Telepon/Faximile
4. SOP Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Kantor Cabang LPPRT/LPTKS 4. Ceklist Persetujuan Perpanjangan Kantor Cabang
5. SOP Rekomendasi Pergantian Kepala Cabang LPPRT/LPTKS
6. SOP Rekomendasi Perpindahan Alamat Kantor Cabang LPPRT/LPTKS

7. __SOP Penerbitan Surat Pengantar Rekrut ( SPR )

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Persetujuan Perpanjangan Kantor Cabang LPPRT/LPTKS tidak dibuat sesuai prosedur maka Dinas |Data Rekomendasi Perpanjangan dicatat secara manual dan elektronik
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT tidak mengeluarkan Rekomendasi Persetujuan Perpanjangan
Kantor Cabang




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Sekretaris | KepalaBidang | KepalaSeksi Eiocnal TAgo Cw. 5 Keterangan
Dinas P3TK P3TK Fungsional ﬁiﬂ:::;‘g:::l s g gt
Pengantar Kerja

1 2 3 4 5 [} 7 8 9 10 11

1. [Menerima berkas permohonan Rekomendasi Persetujuan Agenda Kerja 10 menit |Disposisi
Perpanjangan Kantor Cabang LPPRT/LPTKS dan m
meneruskan kepada Bidang untuk diproses

2. |Menugaskan Kepala Seksi untuk proses pemeriksaan Disposisi 20 menit |Disposisi
administrasi/berkas dan peninjauan ke kantor cabang
LPPRT/LPTKS

3. |Memeriksa berkas permohonan untuk kemudian diteruskan L——l Disposisi, Berkas 10 Menit |Disposisi
kepada Pejabat Pelaksana untuk memeriksa kelengkapan Permohonan
berkas permohonan dan menyiapkan SPT untuk peninjauan
ke kantor cabang

4. |Menganalisis berkas perizinan, apabila lengkap membuat Ya Disposisi, Berkas 2 Hari Draft
Konsep Rekomendasi Teknis dan jika tidak lengkap l.1 Permohonan, Cek Rekomendasi
menghubungi pemohon untuk melengkapi berkas permohonan List, BA. Persetujuan

Pemeriksaan

5. |Memeriksa konsep Rekomendasi Teknis yang diajukan. Ya N Tidak Draft Rekomendasi 30 Menit |Draft
Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala NG / Persetujuan Rekomendasi
Bidang dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada 4 Persetujuan
Pejabat Pelaksana/Fungsonal Pengantar Kerja untuk
diperbaiki.

6. |Memeriksa konsep Rekomendasi Persetujuan yang diajukan. Ya )r Tidak Draft Rekomendasi 30 menit |Draft
Apabila setuju, memaraf dan meneruskan kepada Sekretaris N Persetujuan Rekomendasi
Dinas dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada \“/ Persetujuan
Pejabat Pelaksana/Fungsonal Pengantar Kerja untuk
diperbaiki.

7. |Memeriksa konsep Rekomendasi Persetujuan yang diajukan. v Draft Rekomendasi 30 menit |Draft
Apabila setuju, memaraf dan meneruskan kepada Kepala i Persetujuan Rekomendasi
Dinas dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada Tidak Persetujuan
Pejabat Pelaksana/Fungsonal Pengantar Kerja untuk Ya
diperbaiki.

8. [Memeriksa, menandatangani Rekomendasi Persetujuan dan Draft Rekomendasi 30 menit |Rekomendasi
diteruskan ke Bidang untuk diproses lebih lanjut apabila tidak Py Persetujuan Persetujuan
setuju dikembalikan ke Sekdis untuk diperbaiki .

9. |Menyerahkan Rekomendasi Persetujuan ke pemohon dan Y Rekomendasi 1 Menit |Rekomendasi
mengarsipkan Dokumen Permohonan Persetujuan @ Persetujuan Persetujuan

Perpanjangan Kantor Cabang




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH ALAMAT KANTOR CABANG LPPRT/LPTKS




DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG PERENCANAAN, PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
SEKSI PENEMPATAN, PEMBINAAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA

Nomor SOP 28 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 08 Oktober 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efekiif

Disahkan oleh

Judul SOP

Rekomendasi Persetujuan Pindah Alamat Kantor Cabang LPPRT/LPTKS

|Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.
2.
3.

10.

g i A

12.

13.

14

15

16

Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian,
Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan
AtasmKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Intervensi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan
Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 358/KEP/HK/2018 tentang Penghentian
Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur
keluar Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja Dilingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

1. Memiliki pemahaman tentang proses Perpindahan Alamat Kantor Cabang LPPRT/LPTKS
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang P3TK dan Seksi P3TK




17 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan
Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

SOP penanganan surat keluar

SOP penanganan surat masuk

SOP Rekomendasi Persetujuan Kantor Cabang LPPRT/LPTKS

SOP Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Kantor Cabang LPPRT/LPTKS
SOP Rekomendasi Pergantian Kepala Cabang LPPRT/LPTKS

SOP Rekomendasi Perpindahan Alamat Kantor Cabang LPPRT/LPTKS

7. SOP Penerbitan Surat Pengantar Rekrut ( SPR)

D o N =

1. ATK
Komputer

2
3. Telepon/Faximile
4. Ceklist Rekomendasi Pindah Alamat Kantor Cabang LPPRT/LPTKS

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Persetujuan Pindah Alamat Kantor Cabang LPPRT/LPTKS tidak dibuat sesuai prosedur maka
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT tidak mengeluarkan Rekomendasi Persetujuan
Pindah Alamat Kantor Cabang

Data Rekomendasi Perpindahan Alamat Kantor dicatat secara manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
N Tah Kegiata Papenac Kepala Dinas Ket
0. anapan HKegiatan Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi Pelaksana/ erangan
Dinas P3TK P3TK Fungsional Ketenagakerjaan. Kelengkapan Waktu Output
dan Transmigrasi
Pengantar Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Menerima berkas permohonan Rekomendasi Teknis Pergantian Kepala Agenda Kerja 10 menit  |Disposisi
Cabang LPPRT/LPTKS dan meneruskan kepada Bidang untuk diproses m
2. |Menugaskan Kepala Seksi untuk proses pemeriksaan administrasi/berkas Disposisi 20 menit  |Disposisi
dan seleksi kepala cabang LPPRT/LPTKS
3. |Memeriksa berkas permohonan untuk kemudian diteruskan kepada Disposisi, Berkas 10 Menit | Disposisi
Pejabat Pelaksana/ Fungsional Pengantar Kerja untuk memeriksa Permohonan
kelengkapan berkas permohonan dan menyiapkan SPT untuk seleksi
kepala cabang LPPRT/LPTKS
4. |Menganalisis berkas permohonan pergantian kepala cabang, apabila Ya Disposisi, Berkas 2 Hari Draft Rekomendasi
lengkap membuat Konsep Rekomendasi Persetujuan dan jika tidak Permohonan, Cek List, Persetujuan
lengkap menghubungi pemohon untuk melengkapi berkas permohonan BA. Pemeriksaan
5. |Memeriksa konsep Rekomendasi Persetujuan yang diajukan. Apabila \ Draft Rekomendasi 30 Menit  |Draft Rekomendasi
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Bidang dan apabila Ya /K Tidak Persetujuan Persetujuan
tidak setuju mengembalikan kepada Pejabat Pelaksana/ Fungsional \
Pengantar Kerja untuk diperbaiki. 4(
6. |Memeriksa konsep Rekomendasi Persetujuan yang diajukan. Apabila Ya A Tidak Draft Rekomendasi 30 menit  |Draft Rekomendasi
setuju, memaraf dan meneruskan kepada Sekretaris Dinas dan apabila S / Persetujuan Persetujuan
tidak setuju mengembalikan kepada Pejabat Pelaksana/ Fungsional X
Pengantar Kerja untuk diperbaiki.
7. |Memeriksa konsep Rekomendasi Persetujuan yang diajukan. Apabila v Tidek Draft Rekomendasi 30 menit  |Draft Rekomendasi
setuju, memaraf dan meneruskan kepada Kepala Dinas dan apabila tidak N ida Persetujuan Persetujuan
setuju mengembalikan kepada Pejabat Pelaksana/ Fungsional Pengantar
Kerja untuk diperbaiki. Ya
8 |Memeriksa, menandatangani Rekomendasi Persetujuan dan diteruskan Draft Rekomendasi 30 menit  |Rekomendasi
ke Bidang Tidak Persetujuan Persetujuan
9 [Menyerahkan Rekomendasi Persetujuan ke pemohon dan mengarsipkan I— Rekomendasi 1 Menit Rekomendasi
Dokumen Permohonan Pergantian Kepala Cabang LPPRT/LPTKS Persetujuan Persetujuan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

REKOMENDASI PERSETUJUAN PERGANTIAN KEPALA CABANG LPPRT/LPTKS



DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG PERENCANAAN, PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
SEKSI PENEMPATAN, PEMBINAAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA

Nomor SOP 29 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 08 Oktober 2024

Tanggal Revisi 30 Desem

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

——
Judul SOP Rekomendasi Persetujuan Pergantian Kepala Cabang LPPRT/LPTKS

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.
2.
3.

10.

1.

12.

13.

15

16

17

Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan
dan Pencabutan Surat |zin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan
AtasmKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Intervensi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan Terpadu
Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 358/KEP/HK/2018 tentang Penghentian
Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur
keluar Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja Dilingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok
Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

1. Memiliki pemahaman tentang proses pergantian Kepala Cabang LPPRT/LPTKS
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang P3TK dan Seksi P3TK




Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penanganan surat keluar 1. ATK

SOP penanganan surat masuk 2. Komputer
SOP Rekomendasi Persetujuan Kantor Cabang LPPRT/LPTKS 3. Telepon/Faximile
SOP Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Kantor Cabang LPPRT/LPTKS 4. Ceklist Rekomendasi Pergantian Kepala Cabang LPPRT/LPTKS

SOP Rekomendasi Pergantian Kepala Cabang LPPRT/LPTKS

SOP Rekomendasi Perpindahan Alamat Kantor Cabang LPPRT/LPTKS
7.___SOP Penerbitan Surat Pengantar Rekrut ( SPR )

S N

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Persetujuan Pergantian Kepala Cabang LPPRT/LPTKS tidak dibuat sesuai prosedur maka Data Rekomendasi Pergantian Kepala Cabang dicatat secara manual dan elektronik
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT tidak mengeluarkan Rekomendasi Persetujuan
Pergantian Kepala Cabang




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Kepala Bidang | Kepala Seksi P;:,::ntd K" Dovis Keterangan
Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kelengkapan Waktu Output
i did Rongvions dan Transmigrasi
Pengantar Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. |Menerima berkas permohonan Rekomendasi Teknis Agenda Kerja 10 menit  |Disposisi
Pergantian Kepala Cabang LPPRT/LPTKS dan meneruskan m
kepada Bidang untuk diproses A

2. |Menugaskan Kepala Seksi untuk proses pemeriksaan Disposisi 20 menit  |Disposisi
administrasi/berkas dan seleksi kepala cabang
LPPRT/LPTKS

3. |Memeriksa berkas permohonan untuk kemudian diteruskan '——l Disposisi, Berkas 10 Menit Disposisi
kepada Pejabat Pelaksana/ Fungsional Pengantar Kerja untuk E—J Permohonan
memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan menyiapkan
SPT untuk seleksi kepala cabang LPPRT/LPTKS

4. |Menganalisis berkas permohonan pergantian kepala cabang, Ya Disposisi, Berkas 2 Hari Draft
apabila lengkap membuat Konsep Rekomendasi Persetujuan Permohonan, Cek Rekomendasi
dan jika tidak lengkap menghubungi pemohon untuk List, BA. Persetujuan
melengkapi berkas permohonan Pemeriksaan

5. |Memeriksa konsep Rekomendasi Persetujuan yang diajukan. \ Tidakl Draft Rekomendasi 30 Menit  |Draft
Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Ya /\ Persetujuan Rekomendasi
Bidang dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada N Persetujuan
Pejabat Pelaksana/ Fungsional Pengantar Kerja untuk e
diperbaiki.

6. |Memeriksa konsep Rekomendasi Persetujuan yang diajukan. Ya Tidak Draft Rekomendasi 30 menit  |Draft
Apabila setuju, memaraf dan meneruskan kepada Sekretaris \ 7 Persetujuan Rekomendasi
Dinas dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada N Persetujuan
Pejabat Pelaksana/ Fungsional Pengantar Kerja untuk
diperbaiki.

7. |Memeriksa konsep Rekomendasi Persetujuan yang diajukan. \ Tidak Draft Rekomendasi 30 menit  |Draft
Apabila setuju, memaraf dan meneruskan kepada Kepala \ Persetujuan Rekomendasi
Dinas dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada Persetujuan
Pejabat Pelaksana/ Fungsional Pengantar Kerja untuk Ya
diperbaiki.

7 |Memeriksa, menandatangani Rekomendasi Persetujuan dan Draft Rekomendasi 30 menit |Rekomendasi
diteruskan ke Bidang Tidak Persetujuan Persetujuan

8 |Menyerahkan Rekomendasi Persetujuan ke pemohon dan ’ et Rekomendasi 1 Menit Rekomendasi
mengarsipkan Dokumen Permohonan Pergantian Kepala Persetujuan Persetujuan
Cabang LPPRT/LPTKS




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

REKOMENDASI TEKNIS PENDIRIAN KANTOR CABANG P3Mi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
BIDANG PERENCANAAN, PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
SEKSI PENEMPATAN,PEMBINAAN, DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA

Nomor SOP 30 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan |08 Oktober 2024
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP RekomendasTTeRifiE Pendirian Kantor Cabang P3MI

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1
2.
3.
4.
5.

6.

10.

11,

2

13.

14

16.

15.

Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berbasis Risiko

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor:10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Pemberian ljin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan
Standar Kegiatan Usaha dan / atau Produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Ketenagakerjaan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan
Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja
Dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

1. Memiliki pemahaman tentang proses Rekomendasi Teknis Pendirian kantor cabang P3MI
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang P3TK dan Seksi P3TK




16. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan
Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

17 Keputasan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 357/KEP/HK/2018 Tentang Penghentian
pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi NTT ke

2. SOP penanganan surat masuk
3. SOP Rekomendasi Teknis Kantor Cabang P3MI

Luar Negeri.
Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP penanganan surat keluar 1. ATK
2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4. Ceklist Pendirian Kantor Cabang P3MI

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Rekomendasi Teknis Pendirian Kantor Cabang P3MI tidak dibuat dan tidak sesuai prosedur
maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT tidak dapat

menerbitkan ljin Kantor Cabang P3MI.

Data Rekomendasi dicatat secara manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
Pejabat
. T Selistaris Digal  OPER TG | Kapelm Bexs | Pektke K:mepua ?e'::an Kelengkapan Waktu Output e——
Ketenagakerjaan P3TK Fungsional dan Transmigrasi
Pengantar Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. [Menerima Surat masuk perihal Permintaan Rekomendasi Agenda Kerja 10 menit |Disposisi
Teknis Pendirian Kantor Cabang P3MI dan meneruskan kepada
Bidang untuk diproses

2. |Menugaskan Kepala Seksi untuk proses pemeriksaan Disposisi 20 menit |Disposisi
administrasi/berkas dan peninjauan ke kantor cabang P3MI

3. |Memeriksa berkas permohonan untuk kemudian diteruskan E:‘ Disposisi, Berkas 10 Menit |Disposisi
kepada Pejabat Fungsional Pengantar Kerja untuk memeriksa Permohonan
dan verifikasi kelengkapan berkas permohonan dan menyiapkan
SPT untuk peninjauan kantor cabang P3MI

4. |Melakukan Peninjauan Kantor Cabang P3MI, menerbitkan Berita Disposisi, Berkas 2 Hari  |Draft
Acara peninjauan dan membuat konsep Rekomendasi Teknis Permohonan, Cek Rekomendasi
pendirian Kantor Cabang List, BA. Teknis

N emeriksaan

5. [Memeriksa Rekomendasi Teknis yang diajukan. Apabila setuju, Ya P Draft Rekomendasi | 30 Menit |Draft
memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Bidang dan apabila Y Tidek Teknis Rekomendasi
tidak setuju mengembalikan kepada Pejabat Fungsonal Teknis
Pengantar Kerja untuk diperbaiki.

6. |[Memeriksa Rekomendasi Teknis yang diajukan. Apabila setuju, Ya b 4 Draft Rekomendasi | 30 menit |Draft
memaraf dan meneruskan kepada Sekretaris Dinas dan apabila <, Teknis Rekomendasi
tidak setuju mengembalikan kepada Pejabat Fungsonal Tidak Teknis
Pengantar Kerja untuk diperbaiki.

7. |Memeriksa Rekomendasi Teknis yang diajukan. Apabila setuju, v Draft Rekomendasi | 30 menit |Draft
memaraf dan meneruskan kepada Kepala Dinas dan apabila Teknis Rekomendasi
tidak setuju mengembalikan kepada Bidang Pengantar Kerja 7 | Tidak Tidak Teknis
untuk diperbaiki. )

8. |Memeriksa Rekomendasi, apabila setuju menandatangani, Draft Rekomendasi | 30 menit |Rekomendasi
apabila tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk Ya Teknis Teknis
diperbaiki

9. |Menyerahkan Rekomendasi Teknis Pendirian Kantor Cabang Rekomendasi 1 Menit |Rekomendasi
P3MI ke pemohon, mengupload ke OSS dan mengarsipkan @ Teknis Teknis
Dokumen Permohonan Rekomendasi Teknis Kantor Cabang




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN



Nomor SOP 31 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan |08 Oktober
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
BIDANG PERENCANAAN, PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
SEKSI PENEMPATAN,PEMBINAAN, DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA Judul SOP
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 1. SD/Sederajat
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. SMP/Sederajat
3. Undang-undang nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur 3. SMA/Sederajat
4. Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 4. D3
5. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang 5. D4/St
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Unit Layanan Disabilitas

Bidang Ketenagakerjaan

7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 14/KEP/HK/2023 tentang Unit Layanan Disabilitas
Bidand Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

11 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

12 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan
Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP penanganan surat keluar 1. ATK
2. SOP penanganan surat masuk 2. Komputer
3. SOP Rekomendasi Pelatihan Tenaga Kerja Disabilitas 3. Telepon/Faximile
4. SOP Rekomendasi Pemagangan Tenaga Kerja Disabilitas 4. Alat Kesehatan Penunjang Tenaga Kerja Disabilitas

5. SOP Rekomendasi Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Unit Layanan Disabeliatas Ketenagakerjaan tidak dibuat sesuai prosedur maka Dinas Data Tenaga Kerja Disabilitas dicatat secara manual dan elektronik
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT tidak mengeluarkan Rekomendasi Persetujuan Pelatihan,
Pemagangan dan Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas




Pelaksana Mutu Baku
- Saptot Kepala Dinas
i e N Anieate Kepala Bidang P3K VApA S Pelaksaml Ket:np:gakerjaan Kelengkapan Waktu Output T
s i Fungsional | 4o, Transmirasi
Pengantar Kerja
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11
1. |Menerima dan Mendapingi Lamaran Pencari Kerja disabilitas Agenda Kerja 10 menit  |Disposisi
dan meneruskan kepada Bidang untuk diproses
2. [Menugaskan Kepala Seksi untuk proses pemeriksaan Disposisi 20 menit  |Disposisi
administrasi/dokumen kelengkapan Lamaran Pencari Kerja
Disabilitas
3. [Memeriksa berkas Lamaran Pencari Kerja Disabilitas untuk m— Disposisi, Berkas 10 Menit  |Disposisi
kemudian diteruskan kepada Pejabat Pelaksana untuk Permohonan
memeriksa kelengkapan berkas Lamaran Pencari Kerja
Disabilitas
4. [Menganalisis berkas Lamaran Pencari Kerja Disabilitas, ,—-3: Disposisi, Berkas 2 Hari Draft
apabila lengkap membuat Konsep Rekomendasi Pelatihan, Permohonan, Cek Rekomendasi
Pemagangan atau Penempatan Tenaga Kerja jika tidak List, BA. Persetujuan
lengkap menghubungi pelamar untuk melengkapi berkas Pemeriksaan
5. |Memeriksa konsep Rekomendasi Persetujuan yang diajukan. Ya P Draft 30 Menit  |Draft
Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Y Tidak Rekomendasi Rekomendasi
Bidang dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada Persetujuan Persetujuan
Pejabat Pelaksana/Fungsonal Pengantar Kerja untuk
diperbaiki.
6. |Memeriksa konsep Rekomendasi Persetujuan yang diajukan. Ya Y Draft 30 menit  |Draft
Apabila setuju, memaraf dan meneruskan kepada Sekretaris S Rekomendasi Rekomendasi
Dinas dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada Y Tidak Persetujuan Persetujuan
Pejabat Pelaksana/Fungsonal Pengantar Kerja untuk
diperbaiki.
7. |[Memeriksa konsep Rekomendasi Persetujuan yang diajukan. \ Draft 30 menit  |Draft
Apabila setuju, memaraf dan meneruskan kepada Kepala \ Rekomendasi Rekomendasi
Dinas dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada Tidak Persetujuan Persetujuan
Bidang Pengantar Kerja untuk diperbaiki. Tidak
|
8. |Memeriksa Konsep rekomendasi, apabila setuju Draft 30 menit |Rekomendasi
menandatangani dan ditindaklanjuti , apabila tidak setuju Rekomendasi Persetujuan
dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki Ya Persetujuan
9. [Menerbitkan Surat Pengantar Penempatan (AK4) ke Pemberi Rekomendasi 1 Menit |Rekomendasi
Kerja. Persetujuan Persetujuan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN




Nomor SOP 32 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan |08 Oktober
Tanggal Revisi 30 Des
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Q—
&
=
L
; Lo/
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR yyia R, PRk
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI NIP~406805
BIDANG PERENCANAAN , PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA Judul SOP Penyelé "‘r"__ﬁ.“r’ Pemagangan
SEKSI PENEMPATAN, PEMBINAAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Keputasan Menteri Dalam Negeri Nomor:900.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang perubahan atas
keputusan menteri dalam negeri nomor:050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan
inventarisasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencenaan pembangunan dan
keuangan daerah

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Sistim Kerja dilingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

11 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan
Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan pemagangan

2. Memahami tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan TK
3. Menyeleksi peserta pemagangan sesuai dengan kemampuan dan disiplin iimunya.

4. Seleksi dilakukan dengan transparan

calon tenaga kerja / tenaga kerja

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penyelenggaraan Pelatihan 1. ATK
2. SOP penanganan surat keluar 2. Komputer/laptop
3. SOP penanganan surat masuk 3. Telepon/Faximile
4. Renstra, DIPA, TOR, RAB, Modul Pelatihan Teknis
5. Hotel, LPK, Bengkel, Perbankan, Restoran, dil
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Pengembangan SDM memerlukan upaya yang terarah dan terencana. Sehingga apabila SOP b Faratimo peserin
. . 2. Memasukkan kelengkapan peserta
|penyelenggaraan program pemagangan tidak sesuai prosedur maka pelaksanaan program pemagangan 3
3 5 . ki é : : 3. Panitia pelaksana
tidak dapat berjalan optimal dan output yang dihasilkan tidak berdampak pada peningkatan kompetensi 2
4. Laporan hasil pemagangan




Pelaksana Mutu Baku
s SR T Kepala Bidang | Kepala Seksi p:;’:;f"m Bendahara K::‘:e';r“'a::’ Kelengkapan Waktu Output G
1 2 3 4 5 § 7 8 9 10
1. |Menugaskan Kepala Seksi untuk menyiapkan pelaksanaan m Agenda Kerja 15 menit | Disposisi
program pemagangan dan menyampaikan kepada Kepala !
Bidang. |
2. |Memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk menyiapkan bahan Disposisi 15 menit | Disposisi
pelaksanaan pelatihan dan menyampaikan kepada Kepala
Seksi.
3. |Menyiapkan bahan pelaksanaan program pemagangan dan -:] Disposisi 1jam [Bahan pelaksanaan
menyampaikan kepada Kepala Seksi. kegiatan pelatihan
4. |Menyusun konsep Kerangka Acuan Pelaksanaan Program r_y Bahan pelaksanaan 2 jam |Konsep Kerangka
Pemagangan dan menyampaikan kepada kepala Bidang. 1 ' kegiatan pelatihan Acuan Pelaksanaan
Pelatihan
5. |Memeriksa konsep Kerangka Acuan Pelaksanaan Program v Ya Konsep Kerangka Acuan | 30 menit | Draf Kerangka
Pemagangan. Apabila setuju memaraf dan menyampaikan <\ Pelaksanaan Pelatihan Acuan Pelaksanaan
kepada Kepala Dinas Kopnakertrans dan apabila tidak setuju /( Tidak Pelatihan
mengembalikan kepada Kepala Bidang untuk diperbaiki.
6 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat persiapan P Kerangka Acuan 15 menit |Undangan rapat
penyelenggaraan program pemagangan. Pelaksanaan Pelatihan,
7 |Melakukan rapat pembahasan substansi dan teknis N2 ! Undangan rapat 1jam |Notulen rapat
penyeienggaraan program pemagangan sesuai kerangka = _:_)[——t >
acuan yang dipimpin oleh kepala seksi meliputi materi, l I<' ——T —I < —l l:j ]
jadwal pelaksanaan,narasumber, target peserta,surat
menyurat,lokasi penyelenggaraan dan keuangan Program
Pemagangan serta menugaskan pejabat pelaksana untuk
memperbaiki kerangka acuan penyelenggaraan program
pemagangan sesuai hasil rapat.
8 |Melakukan review dan penyempurnaan kerangka acuan Notulen rapat 1jam |Kerangka acuan
penyelenggaraan program pemagangan sesuai hasil rapat pelaksanaan
dan menyerahkan kepada Kepala Seksi. pelatihan, disposisi
9 [Memeriksa hasil penyempurnaan kerangka acuan r"j Kerangka Acuan 20 menit |Kerangka Acuan
penyelenggaraan program pemagangan dan melaporkan Pelaksanaan Pelatihan Pelaksanaan
kepada kepala Bidang. Pelatihan
10 |Memeriksa hasil penyempurnaan Kerangka Acuan Kerangka Acuan 20 menit |Kerangka Acuan
Penyelenggaraan Program Pemagangan dan melaporkan E:__J Pelaksanaan Pelatihan Pelaksanaan
kepada kepala Biro Organisasi. Pelatihan
11 |Menyetujui pelaksanaan kegiatan program pemagangan dan Kerangka acuan 10 menit [Kerangka Acuan
menugaskan Kepala Seksi untuk melaksanakan kegiatan. | pelaksanaan pelatihan Pelaksanaan
12 |Melaksanakan kegiatan program pemagangan dan J R 4 [ Kerangka acuan 3 Hari |Kerangka Acuan
menugaskan pejabat pelaksana untuk menindaklanjuti L : <__| IZ_—_') __I L:Z[ ] pelaksanaan pelatihan Pelaksanaan
hasilpelatihan. Pelatihan
13 |Menindaklanjuti hasil kegiatan program pemagangan, N Dokumentasi dan 5 Hari |Dokumen laporan
menyusun laporan hasil kegiatan dan mengarsipkan. selesai notulensi hasil kegiatan kegiatan pelatihan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Penyelenggaraan Identifikasi dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
BIDANG PERENCANAAN , PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
SEKSI PENEMPATAN, PEMBINAAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA

Nomor SOP 33 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 08 Oktober 2024
Tanggal Revisi 30 Desemb

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP Penyelonggaraan Idertifikasi dan Akreditasi Lembaga Peiatinan
i IeRggdraan Ide

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

5. Keputasan Menteri Dalam Negeri Nomor:900.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang perubahan atas
keputusan menteri dalam negeri nomor:050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan
inventarisasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencenaan pembangunan dan
keuangan daerah

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Sistim Kerja dilingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

11 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan
Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan akreditasi
2. Memahami tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan TK
3. Memahami aturan ketenagakerjaan.

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penyelenggaraan Pemagangan
2. SOP Penyelenggaraan Pelatihan

3. SOP Penanganan Surat Keluar

4. SOP Penanganan Surat Masuk

1. ATK

2. Komputer/laptop

3. Telepon/Faximile

4. Dokumen Lembaga Pelatihan Kerja

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Pengembangan SDM memerlukan upaya yang terarah dan terencana. Sehingga apabila SOP
Penyelenggaraan Identifikasi dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja tidak sesuai prosedur
maka pelaksanaan program tidak dapat berjalan optimal dan output yang dihasilkan tidak
berdampak pada peningkatan kompetensi calon tenaga kerja / tenaga kerja

Pendaftaran LPK
Desk assesmen
Visitasi

Laporan hasil/pleno
Sertifikat

o N




Pelaksana Mutu Baku
- Keterangan
» T e Kepala Bidang | Kepala Seksi p::‘:::':a Bendahara Kr::::’rﬂ“: Kelengkapan Waktu Output e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menugaskan Kepala Seksi untuk menyiapkan pelaksanaan m Agenda Kerja 15 menit | Disposisi
Identifikasi dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan
menyampaikan kepada Kepala Bidang R

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk menyiapkan bahan Disposisi 15 menit  |Disposisi
pelaksanaan Identifikasi dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
dan menyampaikan kepada kepala seksi.

3. |Menyiapkan bahan pelaksanaan Identifikasi dan Akreditasi Disposisi 1jam Bahan
Lembaga Pelatihan Kerja dan menyampaikan kepada Kepala L-—-:l pelaksanaan
Seksi. kegiatan

4. |Menyusun konsep kerangka acauan pelaksanaan ldentifikasi dan r__y Bahan pelaksanaan 2jam Konsep kerangka
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan menyampaikan kepada L"]: kegiatan pelatihan acuan
Bidang pelaksanaan

5. |[Memeriksa konsep kerangka acuan pelaksanaan Identifikasi dan y Ya Konsep kerangka 30 menit |Draf kerangka
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja. Apabila setuju menyampaikan ™ acuan pelaksanaan acuan
kepada kepala Dinas Nakertrans dan apabila tidak setuju Tidak pelatihan pelalgsanaan
mengembalikan kepada kepala seksi untuk diperbaiki. pelatihan

6 |Melakukan rapat pembahasan substansi dan teknis \ 1jam Notulen rapat
penyelenggaraan Identifikasi dan Akreditasi Lembaga Pelatihan o .l >
Kerja sesuai kerangka acuan yang dipimpin oleh kepala seksi l (——I I(-:—_)l t—-—l Ej l
meliputi materi, jadwal pelaksanaan,Supervisor, target peserta,
surat menyurat,lokasi penyelenggaraan dan keuangan Identifikasi
dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja serta menugaskan pejabat
pelaksana untuk memperbaiki kerangka acuan penyelenggaraan
Identifikasi dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sesuai hasil
rapat.

7 |Melakukan review dan penyempurnaan kerangka acuan Notulen rapat 1jam Kerangka acuan
Identifikasi dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sesuai hasil pelak_sanaan
rapat dan menyerahkan kepada kepala seksi pelatihan,

8 |Memeriksa hasil penyempurnaan kerangka acuan Identifikasi dan r—j Kerangka acuan 20 menit |Kerangka acuan
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan melaporkan kepada pelaksanaan pelaksanaan
kepala Bidang pelatihan pelatihan

9 {Memeriksa hasil penyempurnaan kerangka acuan Identifikasi dan Kerangka acuan 20 menit |Kerangka acuan
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan melaporkan kepada E_J pelaksanaan pelaksanaan
kepala biro organisasi. pelatihan pelatihan

10 |Menyetujui pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Akreditasi 1_: Kerangka acuan 10 menit |Kerangka acuan
Lembaga Pelatihan Kerja dan menugaskan Kepala Seksi untuk pelaksanaan pelaksanaan
melaksanakan kegiatan. pelatihan pelatihan

11 |Melaksanakan kegiatan Identifikasi dan Akreditasi Lembaga PEL M | Kerangka acuan 3 Hari Kerangka acuan
Pelatihan Kerja dan menugaskan pejabat pelaksana untuk I <_-_.-l ]<__i I t:’} ]:2' l pelaksanaan pelaksanaan
menindaklanjuti hasil Identifikasi dan Akreditasi Lembaga pelatihan pelatihan
Pelatihan Kerja

12 |Menindaklanjuti hasil kegiatan Identifikasi dan Akreditasi Lembaga Dokumentasi dan 5 Hari Dokymen laporan
Pelatihan Kerja, menyusun laporan hasil kegiatan dan selesai notulensi hasil kegiatan
mengarsipkan. kegiatan pelatihan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
PERLINDUNGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA,
CALON TENAGA KERJA ANTAR DAERAH NON PROSEDURAL



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

BIDANG PERENCANAAN , PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
SEKSI PENEMPATAN, PEMBINAAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA

Nomor SOP

34 Tahun 2024

Tanggal Pengesahan

08 Oktober

Tanggal Revisi

Disahkan oleh
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Judul SOP

PENCEGAMRN-BAN-PENANGANAN KORBAN PERDANGAN
ORANG, PERLINDUNGAN CALON PEKERJA MIGRAN
INDONESIA, CALON TENAGA KERJA ANTAR DAERAH NON
PROSEDURAL

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Designe Reformasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

4. Keputasan Menteri Dalam Negeri Nomor:900.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang perubahan atas keputusan
menteri dalam negeri nomor:050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi
pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencenaan pembangunan dan keuangan daerah

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberiaan,
Perpanjangan dan Pencabutan Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam
Negeri

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Lembaga Layanan Terpadu
Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Sistim Kerja dilingkungan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa

Tenggara Timur

13 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok
Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

10.

11

12.

1. Memiliki pengetahuan Pengawasan Ketenaga Kerjaan
2. Memiliki pemahaman tentang proses penilaian tata cara dan prosedur CTKI

3. Memahami Tugas

pokok SATGAS




14 Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur 358/KEP/HK/2018 Tentang Penghentian
Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Antar Daerah Asal Provinsi NTT keluar NTT

15 Keputasan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 357/KEP/HK/2018 Tentang Penghentian
pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi NTT ke Luar
Negeri

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk

2. SOP Penanganan Surat Keluar
SOP Pencegahan Tenaga Kerja Non Prosedural
SOP Penanganan Tenaga Kerja Non Prosedural

1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile

4. Panduan Dokumen PMI

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila persayaratan teknis tidak terpenuhi maka CPMI /AKAD tidak diberangkatkan dan Pelaku TTPO di
Lanjutkan proses di Polda NTT

Data Kelengkapan Hasil Interogasi dan pendataan di catat dalam agenda
manual dan elektronik




Mutu Baku

Pelaksana
§ AU, Angkasa
No. Tahapan Kegiatan 4 Keterangan
AU dan Angkasa| Puradan Angkasa DINAS
Pare Kopnakertran Pura NAKERTRANS KAB. ASAL |POLDANTT Kelengkapan Waktu Output
S
1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 10
Agenda Kerja Berkas Kelengkapan Dokumen
1. |identifikasi awal penumpang ( mulai ) 10 Menit | Penumpang Penumpang
2. |Mengantar Penumpang yang terindikasi sebagai Calon 4 Berkas Kelengkapan Smenit |Berkas Kelengkapan Dokumen
Tenaga Kerja Non Presudural ke Posko Satgas I:L—‘ Penumpang Penumpang Penumpang
3. |Menerima penumpang dari Angkatan Udara dan Angkasa \ Berkas Kelengkapan 5menit |Berkas Kelengkapan Dokumen
Pura Penumpang Penumpang Penumpang
4, |Menginterogasi dan menvalidasi dokumen penumpang/Calon Berkas Kelengkapan, 30 Menit |Berkas Kelengkapan, Dokumen syarat-
Tenaga Kerja sesuai dengan persayaratan dan ketentuan Penun:zpang Berita Acara Penumpang Berita Acara |syarat CPMI/Tk-
perundang-undangan yang berlaku dan dbuatkan berita acara Pemeriksaan dan pemeriksaan dan AKAD
pemeriksaan Rekomendasi Rekomendasi
5. [Penumpang bukan Calon Tenaga Kerja akan Berkas Kelengkapan, 10 Menit  |Berkas Kelengkapan, Berita Acara
diberangkatkan, sedangkan penumpang calon Tenaga Kerja J I Penumpang Berita Acara Penumpang Berita Acara |Pemeriksan dan
maka akan direkomendasikan untuk  pembatalan e :er;enkszan‘dan ;er:enk:zan‘dan Rek(:an;rl\ac:‘aa
pemberangkatan yang ditujukan ke Angkasa Pura selanjutnya / EHOmenaes: eKomencast pem
diserahkan ke Dinas Nakertrans, Penumpang yang terindikasi
TPPO diserahkan ke Polda NTT serta dbuatkan berita acara
pemeriksaan
6. |pemberangkatan Penumpang yang bukan calon tenaga kerja Tidak ofin Berkas Kelengkapan, 5Menit |Berkas Kelengkapan, Dokumen
e Penumpang Berita Acara Penumpang Berita Acara |Penumpang dan
dan Rekomendasi dan Rekomendasi Rekomendasi
7 |Penyerahan penumpang yang terindikasi TPPO v Berkas Kelengkapan, 30 menit |Berkas Kelengkapan, Dokumen syarat-
Penumpang Berita Acara Penumpang Berita Acara |syarat CPMI
Pemeriksaan Pemeriksaan
8 |Pembinaan Calon Tenaga Kerja Non prosedural Berkas Kelengkapan, 1 hari Berkas Kelengkapan, Dokumen syarat-
Penumpang Berita Acara Penumpang Berita Acara |[syarat CPMI
Pemeriksaan Penyerahan
9 |Penyerahan/pengembalian Calon Tenaga Kerja ke Daerah Berkas Kelengkapan, 1 hari Berkas Kelengkapan, Penumpang calon
Asal ){ SELESAl l Penumpang Berita Acara Penumpang Berita Acara |Tenaga Kerja
e Penyerahan Penyerahan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
SEKSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KERJA

Nomor SOP 35 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

| Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

08 Oktober,
30 De: RBO,, N\

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang No.3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor
23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia
Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang No.7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

b w N

Undang-Undang No.21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO Convention No.81 Concerning Labour Inspection In Industry and
Commerce (Konvensi ILO No.81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan)

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.21 tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, VValidasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

~N O

10

1

12

13 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur .

17 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2024.

14

15

16

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1)
2. Menguasai aturan Ketenagakerjaan
3. Memiliki kompetensi pengawasan ketenagakerjaan

Keterkaitan : Pencatatan dan pendataan :
1. SOP penanganan surat masuk 1. ATK
2. SOP penanganan surat keluar 2. Komputer

, 3 SOP Penanganan Kasus Hak Normatif Ketenagakerjaan

3. Telepon/Faximile
4. Panduan Dokumen Hak Normatif

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilakukan penanganan maka penegakan hukum ketenagakerjaan tidak terpenuhi

Disimpan dalam Soft Copy dan Hard Copy




Mutu Baku

No. Tahapan Kegiatan Kabid Keterangan
Kadis Ketenagakerjaan PPNS Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Menerima laporan kejadian dari pengawas dan Surat Laporan Kejadian Laporan Kejadian, Terkait SOP penanganan
mendisposisikan kepada kabid ketenagakerjaan untuk di 1 hari Disposisi kasus hak normatif
tindak lanjuti ketenagakerjaan
2 [Mendisposisikan/memerintahkan PPNS untuk menindak Laporan Kejadian, Disposisi 1 Hari Laporan Kejadian,
lanjuti laporan kejadian . Disposisi
3 |Melakukan registrasi Laporan Kejadian Laporan Kejadian, Disposisi 1 hari Laporan Kejadian, Terkait SOP penerbitan surat
Register tugas
4 |Membuat surat perintah penyidikan , surat perintah tugas Laporan Kejadian, Register 2Hari |Laporan Kejadian,
dan surat perintah dimulainya penyidikan SPT,SPDP, Surat
Panggilan
5 |Melakkukan proses penyidikan Surat panggilan, Laporan 7 hari Laporan Kejadian, SPDP
Kejadian, SPDP
6 |Melaksanakan gelar perkara bersama dengan penyidik polri Laporan Kejadian 3 hari Laporan Kejadian
dan ahli hukum ketenagakerjaan
7 |Melakukan pemanggilan saksi ahli, saksi pelapor dan saksi Laporan Kejadian 1 hari Laporan Kejadian
terlapor/tersangka
8 |Membuat BAP terhadap saksi ahli, saksi pelapor dan saksi Laporan Kejadian 3 Hari BAP
terlapor/tersangka
9 |Membuat resume penyidikan BAP 3 Hari BAP, Resume, Penyidikan
10 |Membuat pemberkasan BAP, Resume Penyidikan 3 Hari Berkas Perkara
11 |Menyampaikan berkas perkara ke jaksa penuntut umum Berkas perkasa 1 Hari Berkas Perkara
melalui penyidik polri
12 |Menyampaikan laporan kepada Kadis f Berkas perkara 1 hari Laporan, Berkas Perkara
Selesai




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PENYELESAIAN KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG MENCAPAI KESEPAKATAN



Nomor SOP

36 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 24

anggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

stiggara Timur,

!

8 nagakerjaan dan Transmigrasi

SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL

Judul SOP &3
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Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit

D W N

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 31/MEN/XI1/2008 tentang Pedoman
penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur .

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok
Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024,

10

1"

12

13

12

1. Pendidikan minimal S1

2. Menguasai Aturan Ketenagakerjaan
3. Memiliki Kompetensi Mediator Hubungan Industrial

|Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial
2. SOP Penanganan Surat Keluar Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial

1. ATK

2. Komputer / Laptop
3. Buku Agenda

4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak selesai di tingkat Bipartit maka dilakukan Mediasi oleh Pegawai Mediator dan jika

1. Pencatatan Berkas Perselisihan
2. Risalah Bipartit

|terjadi kesepakatan para pihak maka dibuatkan Perjanjian Bersama




No. Tahap Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kepala _ Kepala Seksi Mediator Hl | Kelengkapan | Waktu Output
Kepala Bidang HI dan
Dinas Ketenagakerjaan fanbos
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1 [Mendisposisikan surat permohonan .
Penyelesaian Kasus kepada Kabid Mulai Surat 1 Hari Di isi p Lenraklr:asnosp at
Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti Pengaduan atl ISpORIS| s laisuk e
2 [Meneruskan Disposis Kadis dan
Memerintahkan Sub Koordinator Substansi -
IPK dan PHI untuk menunjuk Mediator Hl Disposisi 1 Jam Disposisi
untuk menindaklanjuti Permohonan
3 |Memerintahkan Mediator HI untuk {
Menindaklanjuti permahonan Disposisi |30 Menit|  Disposisi
4 |Menindaklajuti surat pengaduan dengan
menyampaikan Surat untuk Perundingan - 3 - Terkait SOP
kepada pihak-pihak yang Berselisih Konps a6 Suiat 2 Hari | Konsep Surat | Penanganan Surat
: Keluar
5 |Melakukan pertemuan dengan para pihak
yang berselisih melalui mediasi penyelesaian
kasus hubungan Industrial, membuat £
perjanjian bersama karena adanya _—
kesepakatan yang ditandatangani oleh Konsep Surat | 1 Hari Perjanjian
kedua belah pihak dengan di saksikan Bersama
mediator HI dan mencatat dan
mengarsipkanperjanjian bersama (PB).
6 |Membuat Laporan kepada Kadis untuk 4
diketahui. i T
Selesai Perjanjian 30 Menit Laporan

Bersama




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PENYELESAIAN KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN




Nomor SOP 37 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan |08
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL Judul SOP
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 1. Pendidikan minimal S1
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 2. Menguasai Aturan Ketenagakerjaan
3 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh 3. Memiliki kompetensi Mediator Hubungan Industrial
4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama
Tripartit
5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.
6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl Nomor Kep. 31/MEN/XI11/2008 tentang
Pedoman penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit
7 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
8 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah
11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026
10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
11 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
13 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan
Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
|Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar Penyelesaian Kasus Hubungan industrial 2. Komputer / Laptop
3. Buku Agenda
4. Printer
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Apabila tidak selesai di tingkat Bipartit maka dilakukan Mediasi oleh Pegawai Mediator dan jika tidak | 1. Pencatatan Berkas Perselisihan
terjadi kesepakatan para pihak maka Mediator mengeluarkan Anjuran untuk diselesaikan ditingkat 2. Risalah Bipartit
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)




No. Tahap Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
. Kepala Seksi
Kepala Dinas Kl;te::ala aBl::::gn Hi dan Mediator HI | Kelengkapan | Waktu Output
9 ) Jamsos
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1 |Mendisposisikan surat permohonan :
Penyelesaian Kasus kepada Kabid = Surat N T Terakit SO; ,
Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti Pengaduan ari isposisi enan“%aarsulaj: ura
2 [Meneruskan Disposis Kadis dan
Memerintahkan Sub Koordinator Substansi
untuk menindaklanjuti Permohonan
3 |Memerintahkan Mediator HI untuk .
Menindaklanjui permohonan Disposisi 30 Menit Disposisi
4 |Menindaklajuti surat pengaduan dengan
menyampaikan Surat untuk Perundingan  J Disposisi dan Terkait SOP
kepada pihak-pihak yang Berselisih Konsen Surat 2 Hari | Konsep Surat | Penanganan Surat
P Keluar
5 |Melakukan pertemuan dengan para pihak
yang berselisih melalui mediasi penyelesaian
kasus hubungan Industrial, membuat anjuran :
karena tidak adanya kesepakatan yang Konsep Surat | 1 Hari Anjuran
ditandatangani oleh kadis dan mediator Hl
dan mencatat dan mengarsipkan anjuran.
7 [(Membuat Laporan kepada Kadis untuk !
Anjuran 30 Menit Laporan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL

Nomor SOP 38 Tahun 2024
anggal Pengesahan |08 Oktober 2024

Tanggal Revisi

30 Desember202

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. |Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. |Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

" 12025.

5. |Peraturan Pemeritah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
- |Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa :I"enég'a’ra‘Tiﬂrlnur.N'omb'r 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketigé

Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

Peraturan Gubemur Nusa Tendga‘ra Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan

10 {pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di

" Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan

12 Orgamsasn Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi

Peraturan Gubemur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas

1. Memiliki kompetensi pengolahan data sederhana
2. Memiliki kemampuan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan UMP
3. Memahami Tugas pokok pengawasan ketenagakerjaan

3. SOP Penanganan Kasus

Peringatan z

13 Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan

Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4. Format pemeriksaan/monitoring pelaksanaan UMP

Pencatatan dan pendataan :

Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan informasi pelaksanaan UMP
dan tidak ada perlindungan terhadap hak normatif (upah) pekerja di tempat kerja

Data Kelengkapan hasil monitoring pelaksanaan UMP dicatat dalam agenda manual dan
elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Fungsional Keterangan
Kasie Kabid Kadis Pejabat Pelaksana Pengawas Kelengkapan Waktu Output
Ketenagakerjaan
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11
1. |Mengkaji DPA/DIPA Agenda Kerja Draft awal rencana
mulai 1 Hari
2. |Perencanaan Kegiatan DPA/DIPA Kak pembagian tugas staf
1 Hari
3. |Rapat persiapan internal untuk rencana kegiatan Monitoring , KAK| Data Perusahaan Resume rapat persiapan
dan Evaluasi pelaksanaan UMP 2 Jam
| remed
4, |Menyusun Administrasi untuk kegiatan onitoring dan evaluasi Komputer, Printer, KAK, Dokumen administrasi kegiatan
termasuk kegiatan sosialisasi lanjutan penetapan UMP \ Resume Rapat, Data 1 HAH
5. |Sosialisasi lanjutan pelaksanaan UMP tahun berjalan dalam SK UMP, Data, Materi Dokumen hasil kegiata n sosialisasi
berbagai bentuk seperti penyapaian melalui media massa Sosialisasi
dan langsung (rapat, sosialisasi, pembinaan ke perusahaan) [:] | % 30 Hari
6. |Pemantauan pelaksanaan UMP tahun berjalan oleh \ SK Gubernur tentang Laporan hasil monitering
Pengawas Ketenagakerjaan di Perusahaan dan menyusun I’_‘:j penetapan UMP tahun 1 Hari
laporan hasilnya berjalan, format list
7 |Melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang belum Data wajib lapor, regulasi Pemahaman dan komitmen
melaksanakan UMP dan hasilnya dilaporkan ke Kasi Cj terkait 1 Hari perusahaan untuk melaksanakan
UMP
8 |Penerbitan Nota pemeriksaan | untukperusahaan yang belum b Ve data hasil temuan Laporan Hasil pemeriksaan
menerapkan UMP ::l pemeriksaan
30 Hari
Tidak
9 |Penerbitan Nota pemeriksaan |l bagi perusahaan yang belum data hasil temuan tidak Laporan Hasil pemeriksaan
menaati Nota Pemeriksaan | i 4 melaksanakan nota
ak i ' eriksaan (NP)I
| G pom 14 Hari
Ya
10 |Melaporkn kepada Kadis, Perusahaan yang tidak mematuhi data hasil pemantauan akhir Laporan Hasil pemeriksaan
hasil pemeriksaan untuk dilakukan tindakan selanjunya / terhadap pelaksanaan nota 1 Hari
pemeriksaan (NP} II
11 |Kadis memberikan rekomendasi kepada pejabat yang N Laporan hasil pemeriksaan Surat Rekomendasi penyidikan
berwenang untuk mengambil tindakan hukum, dalam bentuk | I_ > l - > pengawas 1 Hari kepada PPNS
tindkan penyidikan yang mengakibatkan sanksi pidana 2 ARG s g :]
12 {Menyusun laporan akhir hasil monitoring dan evaluasi data hasil monitoring dan Lapran akhir monev pelaksanaan
pelaksanaan UMP 1 evaluasi dan pengawas . UmMP
s
13 |Mengarsipkan dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi folder dan laporan Dokumen hasil kegiatan
1 Hari
14 |Kegiatan Monitoring Selesai




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP Penanganan Kasus Hak Normatif Ketenagakerjaan



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
SEKSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KERJA

Nomor SOP |39 Tahun 2

Tanggal Pembuatar|08 O

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

Undang-Undang No.3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan
Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1)
2. Menguasai aturan Ketenagakerjaan

2. SOP penanganan surat keluar
3. SOP Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan

3. Memiliki kompetensi pengawasan ketenagakerjaan

2 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

3 Undang-Undang No.7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

4 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

5 Undang-Undang No.21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO Convention No.81 Concerning Labour Inspection In
Industry and Commerce (Konvensi ILO No.81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan
perdagangan)

6 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.21 tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

7 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

8 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahyn 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

9 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan
Ketenagakerjaan

11 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

12 Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

13 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

14 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

15 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

16 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

17 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan

| Keterkaitan : er: n/perlen n:
1. SOP penanganan surat masuk 1. K

2. Komputer
3. Telepon/Faximile

4. _Panduan Dokumen Hak Normatif

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilakukan penanganan maka Hak Normatif Pekerja/ Buruh tidak terpenuhi

Data kelengkapan hasil penanganan dicatat dalam agenda

manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Kadis Kabid . Kasie Fungsional PPNS Kelenghagan Waktu Output Keterangan
Ketenagakerjaan | Pengawasan Pengawas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Mendisposisikan surat pengaduan penyelesaian Surat pengaduan Disposisi Terkait SOP
kasus normatif kepada kabid ketenagakerjaan Mulai 4 hard Penanganan surat
untuk ditindaklanjuti keluar
2. |Meneruskan disposisi kadis dan memerintahkan Disposisi 1 hari |Disposisi
Kasie menunjuk Pengawas Ketenagakerjaan é___
untuk menindakianjuti surat pengaduan
3. |Mendisposisikan Pengawas Ketenagakerjaan Disposisi 1 hari |Disposisi Termasuk pembagian
untuk menindaklanjuti surat pengaduan tugas personil
penanganan
4. |Menindaklanjuti surat pengaduan dengan v Surat Panggilan 3 hari |Konsep Surat |Terkait SOP
menyampaikan surat panggilan kepada para Penanganan surat
pihak keluar
5. |Melakukan pertemuan dengan para pihak guna A 4 Disposisi dan Surat | 1 hari |Penetapan
mendapatkan keterangan dan bukti sebagai Panggilan
dasar pengawas ketenagakerjaan membuat
penetapan/nota pemeriksaan I
6. |Menyampaikan penetapan/nota pemeriksaan Disposisi, surat 7 hari |Nota
pengawas ketenagakerjaan | kepada tugas, Pemeriksaan
pengusaha/pemberi kerja untuk dilaksanakan penetapan/nota
pengawas
7. |Menyampaikan nota pemeriksaan |l kepada Disposisi, surat 14 hari |Nota pelaksanaan nota
pengusaha/pemberi kerja untuk dilaksanakan tugas, Pemeriksaan  |pemeriksaan
penetapan/nota dilaporkan ke Dinas
pemeriksaan
8. |Apabila pihak pengusaha/pemberi kerja tidak Disposisi, surat 1 hari |Berkas terkait SOP
mau melaksanaakan penetapan/nota é tugas, penetapan/ Kelengkapan, |Penyidikan tindak
pemeriksaan maka pengawas membuat laporan : nota pemeriksaan laporan kejadian|pidana
kejadian kepada PPNS, tetapi apabila tidak pengawas ketenagakerjaan
dilaksanakan maka pengawas membuat BAP Ya
penyelesaian
9. |membuat laporan kepada Kepala Dinas untuk i 4 Disposisi, surat 1 hari |Laporan
diketahui : tugas,
Selesai penetapan/nota

pemeriksaan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERBITAN REKOMENDASI GUBERNUR
TENTANG KAWASAN TRANSMIGRASI




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETRANSMIGRASIAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Judul SOP

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Tentang Keteransmigrasian, PP No 3 Tahun 2014
Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1997 yang terlah dirubah dengan UU No. 29 Tahun 2009 Tentang

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.

3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

* Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah

Peraturan Gubemur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan standar

operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintahan Nusa Tenggara Timur

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa

Tenggara Timur .

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas

Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan

Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

10

1"

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan pelatihan teknis
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang ketransmigrasian.
3. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) 1. ATK
2. SOP penanganan surat keluar 2. Komputer
3. SOP penanganan surat masuk 3. Telepon
4. Renstra, DPA, TOR, RAB, Modul Pelatihan Teknis
|Peringatan Pencatatan dan pendataan :

|Pelatihan Inposma bagi transmigran memerlukan upaya yang terarah dan terencana. Sehingga perlu
dipersiapkan secara teknis tidak sesuai prosedur maka pelaksanaan Pelathan Inposma berjalan optimal
dan output yang dihasilkan tidak berdampak pada transmigran yang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Data Pelatihan dasar umum dicatat secara manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku

o T Naouin Kepala Bidang Anggota K;z:l;t?;::s Kelengkapan Waktu Output s

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1. |Menugaskan Tim Kerja untuk menyiapkan rencana Bimbingan Teknis Agenda Kerja 10 menit |Disposisi
Intensifikasi Komposissi dan Pengendalian Hama (INPOSMA) bagi warga
transmigrasi ke lokasi Unit permukiman transmigrasi (UPT)

2. |Memerintahkan Tim Kerja unfuk menyiapkan bahan-bahan untuk Disposisi 15 menit |Disposisi
melakukan proses penyiapan Bimbingan Teknis Intensifikasi Komopsisasi
dan Pengendalian Hama bagi transmigran di Unit Permukiman
Transmigrasi

3. |Menyiapkan bahan untuk penyusunan kerangka acuan kerja rencana Disposisi S5hari  |Bahan untuk penyusunan
Bimbingan Teknis INPOSMA Kepada Kepala Bidang Ketransmigrasian. i kerangka  acuan  kerja

N Bimtek INPOSMA

4. |Menyusun konsep kerangka acauan pelaksanaan Bimbingan Teknis Peraturan menterii 2 Hari |Konsep kerangka acuan

INPOSMA dan menyampaikan kepada Bidang. . transmigrasi tentang Bimtek INPOSMA
I penyelenggaraan
ketransmigrasian.

5. |Memeriksa konsep kerangka acuan Bimtek INPOSMA. Apabila setuju, K‘ Peraturan menterif 1jam |[Draft kerangka acuan
memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Dinas dan apabila tidak transmigrasi tentang kegiatan Bimtek INPOSMA
setuju mengembalikan kepada Tim Kerja untuk diperbaiki. penyelenggaraan

. ketransmigrasian.

6. |Memeriksa konsep kerangka acuan pelaksanaan Bimtek INPOSMA. Peraturan menterii 30 menit |Kerangka acuan
Apabila setuju, menandatangani dan memerintahkan kepala Bidang untuk transmigrasi tentang pelaksanaan pelatihan
melaksanakan rapat persiapan penyelenggaraan Bimbingan Teknis teknis penyelenggaraan teknis  ketransmigrasian,
ketransmigrasian dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada kepala ketransmigrasian. disposisi
Bidang untuk diperbaiki.

7 |Melakukan rapat persiapan penyelenggaraan Bimtek INPOSMA sesuai Ya Kerangka acuan Kegiatan| 2jam |Kerangka acuan
kerangka acuan yang dipimpin oleh Kepala Bidang. r——_| Bimtek INPOSMA pelaksanaan Bimtek teknis

I ketransmigrasian, Notulen
rapat

8 [Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis INPOSMA dan Menyusun Kerangka acuan  Bimtek| 1minggu |Terselenggaranya kegiatan

Laporan

l Selesai I

INPOSMA, Notulen rapat.

Bimtek INPOSMA Laporan
Kegiatan dan Dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERBITAN REKOMENDASI GUBERNUR
TENTANG KAWASAN TRANSMIGRASI
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DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
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Nomor SOP 41 Tahun 2024

Tanggal Pengesahan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

an dan Transmigrasi

Judul SOP

endasi Gubernur untuk Kawasan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Tentang Keteransmigrasian, PP No 3 Tahun 2014 Pelaksanaan
UU No. 15 Tahun 1997 yang terlah dirubah dengan UU No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian
Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan standar operasional
prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintahan Nusa Tenggara Timur

6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur .

11 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok
Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

1. Memiliki pemahaman tentang proses penilaian Kawasan Transmigraso

2. Memahami Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA)
2. SOP penanganan surat keluar
3. SOP penanganan surat masuk

1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile

4. Dokumen Hasil Penyusunan RKT

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila persayaratan teknis tidak terpenuhi maka surat rekomendasi Gubernur tidak di proses

Data Kelengkapan Usulan Penetapan Kawasan Trasmigrasi dicatat secara manual dan
elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Pejabat Sekretaris | Kepala Bidang Analisis Kepala Dinas g Keterangan
ol | Dhet | Towskred| Lilbdon | Niotram | Vm | Tide | Ndeptgen | Ve i

1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10

1. |Menerima permohonan dan Agenda Kerja 10 menit |Berkas
mengaggendakan surat masuk kemudian l Mulai ' Kelengkapan,
meneruskan ke Sekretaris Dinas Disposisi

2. |Mengidentifkasi surat dan memerintahkan Berkas 10 menit |Berkas
pejabat pelaksana untuk mendistribusikan ‘5-—1 Kelengkapan Kelengkapan,
surat permohonan dan dokumen E:_.._J Disposisi
kelengkapan ke Bidang Tenis

3. |Memerintahkan Analisa Kebijakan e | Berkas 1 hari Berkas
Perencanaan Kawasan Transmigasi untuk Kelengkapan Kelengkapan,
memproses surat rekomendasi gubernur Disposisi
sesuai dengan ketentuan

4. |Menyusun konsep Surat Rekomendasi dan Berkas 30 Menit |Konsep Surat
meneliti dokumen kelengkapan dan r—JL'-l kelengkapan Rekomendasi
menyampaikan kepada Kabid | surat Gubernur

Ya rekomendasi
Gubernur

5. |Memeriksa konsep Surat Rekomendasi Ya \\ Konsep Surat 1 jam Draf Surat
Apabila setuju, Menyampaikan kepada P Tidak Rekomendasi Rekomendasi
Sekretaris Dinas dan apabila tidak setuju Y Gubernur Gubernur
mengembalikan kepada Analisa Kebijakan
untuk diperbaiki.

6 [Memeriksa konsep Surat Rekomendasi Draf Surat 30 menit  |Draf Surat
Gubernur Apabila setuju, menyampaikan Rekomendasi Rekomendasi
kepada Kadis dan apabila tidak setuju Tidak Gubernur Gubernur
mengembalikan kepada Kepala Bidang untuk
diperbaiki. Ya

7 {Memeriksa konsep Surat Rekomendasi \ Draf Surat 30 menit  |Draf Surat
Gubernur Apabila setuju akan diparaf, P Ya Rekomendasi Rekomendasi
menyampaikan kepada Gubernur dan apabila Tidak Y Gubernur Gubernur
tidak setuju mengembalikan kepada Kepala
Bidang untuk diperbaiki melalui sekretaris
dinas.

8 |Menyampaikan Surat Permohonan kepada Draf Surat 1 Minggu |Surat
Gubernur melalui assiten dan sekeretaris ) & Rekomendasi Rekomendasi
daerah. Tidak| N Gubernur Gubernur

9 |Surat Rekomendasi Terbit dan dikirim ke y Surat Surat
kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ‘ Selesai l Rekomendasi Rekomendasi
serta instansi terkait lainnya e Gubernur Gubernur




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGEMBANGAN USAHA TRANSMIGRASI
(PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
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Nomor SOP 42 Tahun 2024

Tanggal Efektif

Tanggal Pembuatan 08 Oktobor2024
Tanggal Revisi 20 D @sBibér g2

N\

Disahkan oleh

Judul SOP

1.

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

1. Pendidikan minimal S1.

3. Memahami tata naskah

2. Memahami sistematika penyusunan laporan.

dinas.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah
5. Peraturan Gubemur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan
standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintahan Nusa
6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
7 Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026
8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
9 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur .
11 Peraturan Gubemur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
SOP Pengembangan Usaha Transmigrasi 1. ATK.
(Penyediaan Sarana Produksi Pertanian) 2. Komputer.
3. Printer.
|Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur PengembanganUsaha Transmigrasi (Penyediaan Sarana
Produksi Pertanian) tidak dipatuhi maka akan berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan
tersebut.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Dinas
No. Tahap Kegiatan isi i i Keterangan
s Kepala Bidang K‘::?j:i':n P:;':::;a TenazaanKeua Kelengkapan Waktu Output o
Transmigrasi
1 2 3 4 5 6 Z 8 9 10
1. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya menyampaikan ke DIPA, Agenda Kerja, KAK dan 15 menit Disposisi
Analisis Kebijakan untuk memproses Penyediaan Sarana ' Mulai ' RAB
Produksi Pertanian sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di :
DIPA/POK
2. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya disposisi ke Disposisi 15 menit Disposisi
fungsional umum untuk menyusun rencana kegiatan —
penyediaan sarana produksi pertanian dan berkoordinasi [:__J
dengan kabupaten mengenai kegiatan tersebut.
3. |[Membuat rencana kerja dan konsep surat menyampaikan r-J Disposisi 1 Jam Disposisi Surat,
kepada  Analisis Kebijakan  Pengembangan  Usaha L—Ij Rencana kerja dan surat
Transmigrasi , penyediaaan sarana produksi pertanian
4. |[Memeriksa rencana kerja dan surat, Jika setuju memaraf dan Disposisi Surat, Rencana kerja 15 menit Disposisi Surat,
menyampaikan kepada Kepala Bidang. Jika tidak setuju AN dan surat Rencana kerja dan surat
dikembalikan kepada Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki. TN Tidak
h
5. |Memeriksa rencana kerja dan surat , Jika setuju memaraf dan Disposisi Surat, Rencana kerja 15 menit Surat, rencana kerja
menyampaikan kepada Kepala Bidang . Jika tidak setuju \ — dan surat
dikembalikan kepada Analisis Kebijakan untuk diperbaiki. Tidak
Ya
6. |Memeriksa rencana kerja dan surat jika setuju, Surat, rencana kerja 1jam Disposisi Surat,
menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak Tidak Rencana kerja
setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki.
Ya
7. |Melaksanakan kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Surat menyurat, SPK, adm 60 hari Surat menyurat, SPK,
pertanian sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di DIPA keuangan adm keuangan, BA
serah tarima dan
8 |Menugaskan Pejabat Pelaksana untuk membuat laporan hasil Surat menyurat, SPK, adm 15 menit Laporan hasil kegiatan
pelaksanaan kegiatan. keuangan, BA serah terima dan
Dokumentasi
Laporan akhir hasil
. kegiatan dan diarsipkan
9 |Membuat laporan kegiatan dan Mendokumentasikannya. Laporan hasil kegiatan 1 jam




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA TRANSMIGRASI
(PELAYANAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN BERAS)
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Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang

RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan
standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintahan Nusa
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur .

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

10

"

BIDANG KETRANSMIGRASIAN Judul SOP : in.8%%ial Budaya Transmigrasi (Pelayanan
Pementr Rebutuhan Pangan Beras)
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1. Pendidikan minimal S1.

2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi (Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Beras)

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi (Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan
Pangan Beras) tidak dipatuhi maka akan berdampak pada terlambatnya pengadaan dan
pendistribusian bantuan ke warga transmigrasi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Dinas
No. Tahap Kegiatan . Analisis Fungsional Tenaga Kerja Keterangan
Kepala Bidang Kebijakan el S Kelengkapan Waktu Output
Transmigrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya menyampaikan ke Agenda Kerja, KAK 15 menit Disposisi
Analisis Kebijakan untuk memproses pelayanan bantuan ( Mulai l dan RAB
pangan beras untuk warga transmigrasi sesuai lokasi dan R
jumlah yang tertera di DIPA/POK
2. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya disposisi ke fungsional Disposisi 15 menit Disposisi
umum untuk menyusun konsep surat ke Divre Bulog Provinsi '—-—1
NTT untuk proses pengadaan beras untuk warga transmigrasi [:____J
sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di DIPA/POK
3. [Membuat konsep surat ke Divre Bulog Provinsi NTT untuk l_.! Disposisi 1 Jam Laporan rencana
proses pengadaan beras dan menyampaikan kepada Sub L_j kerja, disposisi
Koordinator Pembinaan Sosbud dan Ekonomi 1
4. |Memeriksa konsep surat, Jika setuju menyampaikan kepada Laporan rencana kerja, 15 menit Laporan rencana
Kepala Bidang. Jika tidak setuju dikembalikan kepada b )\ disposisi kerja, disposisi
fungsional umum untuk diperbaiki. N~ Tidak
5. |Memeriksa Konsep surat. Jika setuju menyampaikan kepada Laporan rencana kerja, 15 menit Laporan rencana
Kepala Dinas. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Analisis \ disposisi kerja, disposisi
Kebijakan untuk diperbaiki. Tidak
Ya
6. |Memeriksa Konsep surat, menandatangani dan menyerahkan Laporan rencana kerja, 1 jam Laporan rencana
kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid Tidak disposisi kerja dan disposisi
untuk diperbaiki.
Ya
7. |Melaksanakan kegiatan Pelayanan pemenuhan kebutuhan Surat menyurat, 12 Bulan SPK dengan
pangan beras sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di DIPA kontrak dengan pihak Bulog, Berita
ketiga, SPT, SPPD, Acara,
keuangan, administrasi Dokumentasi
keuangan kegiatan, surat
menyurat
8 |Menugaskan fungsional umum untuk membuat laporan hasil SPK, BA, Dokumentasi 15 menit Laporan hasil
pelaksanaan kegiatan. r—_-] kegiatan, surat kegiatan
menyurat
9 |Membuat laporan kegiatan dan Mendokumentasikannya. Laporan hasil kegiatan 1 jam Laporan akhir

Y

hasil kegiatan dan
Diarsipkan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

FASILITASI LAYANAN SOSIAL BUDAYA DI KAWASAN TRANSMIGRASI

(OPERASIONAL LAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL,
PENGELOLA PERMUKIMAN TRANSMIGRASI, PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN)




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETRANSMIGRASIAN

Nomor SOP 44 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan |08

Tanggal Revisi & 2022 N\

Tanggal Efektif 8 RN

Disahkan oleh // Ps ina agakeljaan dan Transmigrasi

1.8dsial Budaya di Kawasan Transmigrasi
-------- z&@yanan Pendidikan, Kesehatan,Pembinaan

Mental spiritual, Pengelola Permukiman Transmigrasi,
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa)

Judul SOP

: .Peku Te
ax';’a.' 4‘)-
7

il T
-

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan standar operasional
prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintahan Nusa Tenggara Timur

6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur .

11 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok
Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Fasilitasi Layanan Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi (Operasional Layanan Pendidikan, 1. ATK
Kesehatan,Pembinaan Mental spiritual, Pengelola Permukiman Transmigrasi, Penguatan dan Pengembangan | 2. Komputer.

Lembaga Desa) 3. Printer.

Pencatatan dan pendataan :

Peringatan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Layanan Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi(Operasional
Layanan Pendidikan, Kesehatan,Pembinaan Mental spiritual, Pengelola Permukiman Transmigrasi, Penguatan
dan Pengembangan Lembaga Desa) tidak dipatuhi maka akan berdampak pada terlambatnya pelaksanaan
kegiatan tersebut.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Dinas
No. Tahap Kegiatan % Analisis Fungsional Tenaga Kerja Keterangan
Kepala Bidang Kebijakan Himian an Kelengkapan Waktu Output
Transmigrasi
1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10
1. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya menyampaikan ke DIPA, Agenda Kerja, 15 menit  |Disposisi
kepala seksi untuk memproses kegiatan fasilitasi layanan sosial @ KAK dan RAB
budaya di kawasan transmigrasi sesuai lokasi dan jumlah yang
tertera di DIPA/POK
2. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya disposisi ke fungsional Disposisi 15 menit  |Disposisi
umum untuk menyusun rencana kegiatan fasilitasi layanan l:—L
sosial budaya di kawasan transmigrasi dan membuat konsep
surat pemberitahuan ke kabupaten mengenai kegiatan tersebut.
3. [Membuat rencana kerja, konsep surat, SK menyampaikan H Disposisi 1 Jam Disposisi Surat-
kepada Analisis Kebijakan 1___1___] menyurat, rencana
y kerja
4. [Memeriksa rencana kerja, surat dan SK, Jika setuju memaraf Disposisi Surat- 15 menit  |Disposisi Surat-
dan menyampaikan kepada Kepala Bidang. Jika tidak setuju Ya /\ menyurat, rencana menyurat, rencana
dikembalikan kepada fungsional umum untuk diperbaiki. ~ Tidak kerja kerja, SK
3
5. [Memeriksa rencana kerja, surat dan SK , Jika setuju memaraf : Disposisi Surat- 15 menit Disposisi Surat-
dan menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju \ . menyurat, rencana menyurat, rencana
dikembalikan kepada Analisis Kebijakan untuk diperbaiki. Tidek kerja dan SK kerja, SK
Ya
6. |Memeriksa rencana kerja dan surat jika setuju, menandatangani ; Disposisi Surat- 1jam Disposisi Surat-
dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju Tidak / menyurat, rencana menyurat, rencana
mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki. kerja kerja
Ya
7. |Melaksanakan kegiatan fasilitasi layanan sosial budaya di i Disposisi Surat- 12 bulan Surat menyurat, SK
kawasan transmigrasi sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di menyurat, rencana TLS, administrasi,
DIPA kerja, SK keuangan
8 |Menugaskan fungsional umum untuk membuat laporan hasil 4 Surat menyurat, SK 15 menit Laporan hasil kegiatan
pelaksanaan kegiatan. TLS, administrasi,
keuangan
1
9 |Membuat laporan kegiatan dan Mendokumentasikannya. Laporan hasil 1 jam Laporan akhir hasil
Selesai kegiatan kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROMOSI DAN KEMITRAAN
(FASILITASI KESEPAKATAN KERJASAMA PENGEMBANGAN
PRODUK UNGGULAN YANG DITINDAKLANJUTI)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETRANSMIGRASIAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan -

| Tanggal Revisi K

Tanggal Efektif A

Disahkan oleh [/ 7 /

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan standar
operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintahan Nusa Tenggara Timur

6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur .

11 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan
Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
Promosi dan Kemitraan (Fasilitasi Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Produk Unggulan Yang 1. ATK
Ditindaklanjuti) 2. Komputer.

3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Produk Unggulan
‘Yang Ditindaklanjuti tidak dipatuhi maka akan berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan
tersebut.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Dinas
No. Tahap Kegiatan . Analisis Fungsional Tenaga Kerja Keterangan
Kepala Bidang Kebijakan it & Kelengkapan Waktu Output
Transmigrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya menyampaikan ke DIPA, Agenda Kerja, 15 menit  |Disposisi
Analisis Kebijakan untuk memproses kegiatan fasilitasi l Mulai ' KAK dan RAB
kesepakatan kerjasama produk yang ditindaklanjuti, sesuai lokasi
dan jumlah yang tertera di DIPA/POK
2. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya disposisi ke fungsional Disposisi 15 menit Disposisi
umum untuk menyusun rencana kegiatan fasilitasi kesepakatan e |
kerjasama produk yang ditindaklanjuti dan berkoordinasi dengan C_.I
kabupaten mengenai kegiatan tersebut.
3. |[Membuat rencana kerja dan konsep surat, menyampaikan ,—J Disposisi 1 Jam Disposisi Surat,
kepada Analisis Kebijakan untuk proses kegiatan ) j Rencana kerja
4. |Memeriksa rencana kerja dan surat, Jika setuju memaraf dan Disposisi Surat, 15 menit  |Disposisi Surat,
memenyampaikan kepada Kepala Bidang. Jika tidak setuju Ya )\ Rencana kerja, Rencana kerja
dikembalikan kepada fungsional umum untuk diperbaiki. s Tidak
4
5. [Memeriksa rencana kerja dan surat , Jika setuju memaraf dan ‘\ Disposisi Surat, 15 menit  |Surat, rencana kerja
menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju| .. Rencana kerja,
dikembalikan kepada Analisa Kebijakan Pembinaan Sosbud dan Tidak
Ekonomi untuk diperbaiki. Ya
6. |Memeriksa rencana kerja dan suratjika setuju, menandatangani Surat, rencana kerja 1 jam Disposisi Surat,
dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju Tidak rencana kerja,
mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki. keuangan
Ya
7. |Melaksanakan kegiatan fasilitasi kesepakatan kerjasama produk ' k Surat, Rencana kerja, 4 hari Surat menyurat, adm
yang ditindaklanjuti sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di DIPA keuangan keuangan,
Pelaksanan kegiatan
8 [Menugaskan fungsional umum untuk membuat laporan hasil 3 Surat menyurat, adm 15 menit Laporan hasil
pelaksanaan kegiatan. keuangan, Pelaksana kegiatan
Kegiatan
ﬁ
9 |Membuat laporan kegiatan dan Mendokumentasikannya. Laporan hasil 1 jam Laporan akhir hasil

kegiatan

kegiatan dan
diarsipkan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETRANSMIGRASIAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT TRANSMIGRASI
(PEMBERIAN ALAT TENUN DAN BAHAN TENUN BAGI MASYARAKAT TRANSMIGRASI)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETRANSMIGRASIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Nomor SOP 46 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif

Disahkan oleh X\dan Transmigrasi

.;* g

3 [3)
m“‘ a3

Judul SOP Page
S

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur
administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintahan Nusa Tenggara Timur
6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026
8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur .
11 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Pengembangan Usaha Masyarakat Transmigrasi 1. ATK
(Bantuan Alat Tenun dan Bahan Tenun Bagi Masyarakat Transmigrasi) 2. Komputer.
3. Printer.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Pengembangan Usaha Masyarakat Transmigrasi (Bantuan Alat Tenun dan Bahan
Tenun Bagi Masyarakat Transmigrasi) tidak dipatuhi maka akan berdampak pada terlambatnya pengadaan dan
pendistribusian bantuan ke warga transmigrasi.

Disimpan dalam bentuk Soffcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Dinas
No. Tahap Kegiatan : Analisls Fungsional | Tenaga Kerja Keterangan
Kepala Bidang Kebijakan Shsiin i Kelengkapan Waktu Output
Transmigrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Mencermati DPA dan selanjutnya menyampaikan ke Analisis Agenda Kerja, KAK 15 menit |Disposisi
Kebijakan untuk menyusun rencana kegiatan Pengembangan ( Mulai ' dan RAB
Usaha Masyarakat Transmigrasi (Bantuan Alat Tenun dan Bahan S
Tenun) sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di DPA
2. [Menugaskan Funsional Umum untuk menyusun rencana kegiatan Disposisi 15 menit |Disposisi
Pengembangan Usaha Masyarakat Transmigrasi (Bantuan Alat ol
Tenun dan Bahan Tenun) sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di I:___.l
DPA
3. |[Menyusun rencana kegiatan Pengembangan Usaha Masyarakat, — Disposisi 1Jam |Laporan rencana
menyusun dan menyampaikan kepada Analisis Kebijakan untuk 1 j kerja, disposisi
ditindaklanjuti
4. |[Memeriksa rencana kegiatan, Jika setuju memaraf dan Laporan rencana 15 menit |Laporan rencana
menyampaikan kepada Kepala Bidang. Jika tidak setuju Ya /'\ kerja, disposisi kerja, disposisi
dikembalikan kepada fungsional umum untuk diperbaiki. ~~ Tidek
5. |Memeriksa rencana kegiatan. Jika setuju memaraf dan \ Laporan rencana 15 menit [Laporan rencana
menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju " kerja, disposisi kerja, disposisi
dikembalikan kepada Analisis Kebijakan untuk diperbaiki. Tidak
Ya
6. [Memeriksa rencana kegiatan jika setuju, menandatangani dan Laporan rencana 1jam [Laporan rencana
menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan Tidak kerja, disposisi kerja dan disposisi
kepada Kabid untuk diperbaiki.
Ya
7. |Melaksanakan kegiatan pengembangan Usaha masyarakat Surat menyurat, 30 hari |SPK, Barang/sarana
transmigrasi (Bantuan Alat Tenun dan Bahan Tenun)sesuai lokasi kontrak dengan pihak alat dan bahan tenun,
dan jumiah yang tertera di DPA ketiga, SPT, SPPD, Berita Acara, foto-foto
keuangan, kegiatan, surat
8 |Menugaskan fungsional umum untuk membuat Ilaporan SPK, BA, foto-foto 15 menit [Laporan hasil
pelaksanaan kegiatan kegiatan, surat kegiatan
menyurat
i
9 |Membuat laporan kegiatan dan Mendokumentasikannya. Laporan hasil 1 jam Laporan akhir hasil
kegiatan kegiatan dan
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGUATAN SDM DALAM RANGKA KEMANDIRIAN SATUAN PERMUKIMAN
(PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS KELEMBAGAAN SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI)




Nomor SOP 47 Tah 4
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif N S,
Disahkan oleh pal Ke jaan dan Transmigrasi
i Aen ur,
B ey
2 =
{)Z >
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR R. PeXu SP. MM
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 003

BIDANG KETRANSMIGRASIAN

Judul SOP

Dalam rangka Kemandirian Satuan
ingkatan kapasitas Petugas
Kelembagaan Satuan Permukiman Transmigrasi)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Tentang Keteransmigrasian, PP No 3 Tahun 2014
Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1997 yang terlah dirubah dengan UU No. 29 Tahun 2009 Tentang
Ketransmigrasian

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan
standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintahan Nusa
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur .

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

10

1"

1

Pendidikan minimal S1.

2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Penguatan SDM Dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman 1. ATK
(Peningkatan Kapasitas Petugas Kelembagaan Satuan Permukiman Transmigrasi) 2. Komputer.

3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Penguatan SDM Dalam rangka Kemandirian Satuan
Permukiman (Peningkatan Kapasitas Petugas Kelembagaan Satuan Permukiman Transmigrasi) tidak
dipatuhi maka akan berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
:':::::::al Kepala Dinas
No. Tahap Kegiatan i Keterangan
R Kepala Bidang (Fungsional IeeAVETee Kelengkapan Waktu Output b
n dan
Tertentu / . :
Transmigrasi
Umum)
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1. [Mencermati DPA dan selanjutnya menyampaikan ke Tim DPA, Agenda 15 menit  |Disposisi
Kerja untuk memproses kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja, KAK dan
Petugas Kelembagaan Satuan Permukiman Transmigrasi, e RAB
sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di DPA |
2. |Mencermati DPA dan selanjutnya menyusun rencana Disposisi Surat, 15 menit Disposisi Surat,
kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Kelembagaan 4 Rencana kerja, Rencana kerja,
Satuan Permukiman Transmigrasi, dan berkoordinasi l:l surat, SK surat, SK
dengan kabupaten mengenai kegiatan tersebut.
4. |Memeriksa rencana kerja dan konsep surat, menyampaikan L Disposisi Surat, 15 menit Disposisi Surat,
kepada Kepala Bidang. Ya Rencana kerja, Rencana kerja,
<> surat, SK surat, SK
5. |Memeriksa rencana kerja dan surat , Jika setuju memaraf & ) Disposisi Surat, 15 menit  |Surat, rencana
dan menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju _,< Ny | Tidak Rencana kerja, kerja, SK
dikembalikan kepada Tim Kerja/Pelaksana (Fungsional ~ surat, SK
Tertentu / Umum) untuk diperbaiki. "
a
6. [Memeriksa rencana kerja dan surat jika setuju, Surat, rencana 1 jam Disposisi Surat,
menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak Tidak / kerja, SK rencana kerja, SK
setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki.
Ya
7. |Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas : Disposisi Surat, 5 hari Surat menyurat,
Kelembagaan Satuan Permukiman Transmigrasi, sesuai rencana kerja, SK SK, adm
lokasi dan jumlah yang tertera di DPA keuangan,
Pelaksana
8 [Menugaskan Tim Kerja/Pelaksana (Fungsional Tertentu / Surat menyurat, 15 menit Laporan hasil
Umum) untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan. SK, keuangan, kegiatan
Pelaksana
Kegiatan
9 |Membuat laporan kegiatan dan Mendokumentasikannya. Laporan hasil 2 hari Laporan akhir
kegiatan hasil kegiatan dan

Diarsipkan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
UPTD. LATIHAN KERJA DI KUPANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PARA PENCARI KERJA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
UPTD. LATIHAN KERJA DI KUPANG

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh /[ jras-KetefaaKgrRan dan Transmigrasi

Judul SOP

Dasar Hukum

Kuallﬂkag-pelaksana 5

1.

2

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan
standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintahan Nusa Tenggara
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur .

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan
Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan pelatihan keterampilan
2. Memahami tugas dan fungsi UPTD. Latihan Kerja
3. Pendidikan minimal SLTA.

IKeterkaitan

Peralatan/periengkapan :

i
2.
3.

SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA)
SOP penanganan surat keluar
SOP penanganan surat masuk

1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile

4. Renstra, DPA, TOR, RAB, Modul Pelatihan Teknis

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Pengembangan SDM memerlukan upaya yang terarah dan terencana. Sehingga apabila SOP
penyelenggaraan pelatihan keterampilan tidak sesuai prosedur maka pelaksanaannya tidak dapat

berjalan optimal dan output yang dihasilkan tidak berdampak pada peningkatan dan pengembangan
SDM.

Disimpan dalam data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Kepala Seksi Pejabat Keterangan
Kepala UPTD Pelatihan laksasia Bendahara Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. |Menugaskan Kepala Seksi untuk menyiapkan Agenda Kerja 15 menit | Disposisi
pelaksanaan pelatihan keterampilan dan
menyampaikan kepada Ka. UPTD. —

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk menyiapkan Disposisi 15 menit  |Disposisi
bahan pelaksanaan pelatihan keterampilan dan
menyampaikan kepada kepala seksi.

3. |Menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan keterampilan r—J' Disposisi 1jam Bahan pelaksanaan
dan menyampaikan kepada Kepala Seksi. kegiatan pelatihan

keterampilan

4. |Menyusun konsep kerangka acauan pelaksanaan Bahan pelaksanaan kegiatan 2 jam Konsep kerangka acuan
pelatihan keterampilan dan menyampaikan kepada { pelatihan teknis pelaksanaan pelatihan
Kepala UPTD. - keterampilan

5. |Memeriksa konsep kerangka acuan pelaksanaan \ Ya Konsep kerangka acuan 30 menit  |Draft kerangka acuan
pelatihan keterampilan. Apabila setuju menandatangani \ pelaksanaan pelatihan pelaksanaan pelatihan
dan menyampaikan kepada Kepala Seksi untuk Tidak keterampilan keterampilan
ditindaklanjuti dan apabila tidak setuju dikembalikan
kepada Kepala Seksi Pelatihan untuk diperbaiki.

6 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat Kerangka acuan 15 menit  [Undangan rapat
persiapan penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi pelaksanaan pelatihan
perncari kerja. teknis, disposisi

7 |Melakukan rapat pembahasan substansi dan teknis Undangan rapat 1jam Notulen rapat
penyelenggaraan pelatihan sesuai kerangka acuan B l_ A
yang dipimpin oleh kepala seksi meliputi materi, jadwal 4._! 4.2! t:__l '; 2[_
pelaksanaan, narasumber target peserta,surat
menyurat,lokasi penyelenggaraan dan keuangan
pelatihan serta menugaskan pejabat pelaksana untuk
memperbaiki kerangka acuan penyelenggaraan
pelatihan sesuai hasil rapat.

8 |Melakukan review dan penyempurnaan kerangka / Notulen rapat 1jam Kerangka acuan
acuan penyelenggaraan pelatihan keterampilan sesuai pelaksanaan pelatihan
hasil rapat dan menyerakan kepada Kepala Seksi keterampilan, disposisi
Pelatihan

9 [Memeriksa hasil penyempurnaan kerangka acuan I Kerangka acuan 20 menit  [Kerangka acuan

enyelenggaraan pelatihan keterampilan dan I__J pelaksanaan pelatihan teknis pelaksanaan pelatihan
peny p
melaporkan kepada kepala UPTD. keterampilan

10 |Memeriksa hasil penyempurnaan kerangka acuan ‘5—-1 Kerangka acuan 20 menit  |Kerangka acuan
penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan E:__J pelaksanaan pelatihan teknis pelaksanaan pelatihan
melaporkan kepada Kepala Dinas keterampilan

11 |Menyetujui pelaksanaan kegiatan pelatihan Kerangka acuan 10 menit  |Kerangka acuan
keterampilan dan menugaskan Kepala Seksi Pelatihan ‘__:] pelaksanaan pelatihan pelaksanaan pelatihan
untuk melaksanakannya. l keterampilan keterampilan, disposisi

12 |Melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan dan —_— Kerangka acuan 3 Hari Dokumentasi dan
menugaskan pejabat pelaksana untuk menindaklanjuti (__I ]Z > I tjl L 2' I pelaksanaan pelatihan notulensi hasil kegiatan
hasil pelatihan keterampitan keterampilan pelatihan keterampilan.

13 |Menindaklanjuti hasil kegiatan pelatihan, menyusun A Dokumentasi dan notulensi 5 Hari Dokumen laporan

laporan hasil kegiatan dan mengarsipkannya.

hasil kegiatan

pelatihan keterampilan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
UPTD. LATIHAN KERJA DI KUPANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI CALON WIRAUSAHA BARU




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
UPTD. LATIHAN KERJA DI KUPANG

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi LpTeey,

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025

2 Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan
standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintahan Nusa

6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur .

11 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan pelatihan kewirusahaan
2. Memahami tugas dan fungsi UPTD. Latihan Kerja
3. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) 1. ATK
2. SOP penanganan surat keluar 2. Komputer

3. SOP penanganan surat masuk

3. Telepon/Faximile
4. Renstra, DPA, TOR, RAB, Modul Pelatihan kewirausahaan

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Pengembangan SDM memerlukan upaya yang terarah dan terencana. Sehingga apabila SOP
penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan tidak sesuai prosedur maka pelaksanaan pelatihan
kewirausahaan tidak dapat berjalan optimal dan output yang dihasilkan tidak berdampak pada
peningkatan kompetensi UMKM dan calon wirausaha baru.

Disimpan dalam data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Kepala Seksi Pejabat Keterangan
Kepala UPTD Pengembangan Paldbuans Bendahara Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. |Menugaskan Kepala Seksi Pengembangan untuk Agenda Kerja 15 menit  [Disposisi
menyiapkan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dan m
menyampaikan kepada Kepala UPTD. S

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk menyiapkan Disposisi 15 menit  |Disposisi
bahan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dan
menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan.

3. [Menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan Disposisi 1jam Bahan pelaksanaan
dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan. L__.] kegiatan pelatihan

kewirausahaan

4. |Menyusun konsep kerangka acauan pelaksanaan pelatihan v Bahan pelaksanaan 2 jam Konsep kerangka acuan
kewirausahaan dan menyampaikan kepada UPTD. 2 | kegiatan pelatihan pelaksanaan pelatihan

l—'; kewirausahaan kewirausahaan

5. |Memeriksa konsep kerangka acuan pelaksanaan pelatihan Konsep kerangka 30 menit  |Draf kerangka acuan
kewirausahaan. Apabila setuju disampaikan kepada Ya acuan pelaksanaan pelaksanaan pelatihan
Kepala Dinas dan apabila tidak setuju dikembalikan > pelatihan kewirausahaan
kepada Kepala Seksi Pengembangan untuk diperbaiki. Tidak kewirausahaan

6. |Melakukan rapat pembahasan substansi dan Undangan rapat 1jam Notulen rapat
kewirausahaan penyelenggaraan pelatihan sesuai
kerangka acuan yang dipimpin oleh Kepala Seksi
Pengembangan meliputi materi, jadwal
pelaksanaan,narasumber,target peserta,surat > y | >
menyurat,lokasi penyelenggaraan dan keuangan pelatihan ’ E—,I J(———T_—t-—l J(:j I
serta menugaskan pejabat pelaksana untuk memperbaiki
kerangka acuan penyelenggaraan pelatihan sesuai hasil
rapat.

7. |Melakukan review dan penyempurnaan kerangka acuan — Notulen rapat 1jam Kerangka acuan
penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan sesuai hasil pelaksanaan pelatihan
rapat dan menyerakan kepada Kepala Seksi kewirausahaan, disposisi
Pengembangan i

8. |Memeriksa hasil penyempurnaan kerangka acuan Kerangka acuan 20 menit  |Kerangka acuan
penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan 1__] pelaksanaan pelatihan pelaksanaan pelatihan
melaporkan kepada kepala UPTD. kewirausahaan kewirausahaan

9. [Memeriksa hasil penyempurnaan kerangka acuan ey Kerangka acuan 20 menit  |Kerangka acuan
penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan E_J pelaksanaan pelatihan pelaksanaan pelatihan
melaporkan kepada Kepala Dinas. kewirausahaan kewirausahaan

10. [Menyetujui pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan r—' Kerangka acuan 10 menit  |Kerangka acuan
dan menugaskan kepala seksi untuk melaksanakan L._j pelaksanaan pelatihan pelaksanaan pelatihan
pelatihan kewirausahaan. kewirausahaan kewirausahaan, disposisi

11. [Melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan dan - L-l o Kerangka acuan 3 Hari Dokumentasi dan
menugaskan pejabat pelaksana untuk menindaklanjuti : <____I P ’I t _’l t;‘_':’l I pelaksanaan pelatihan notulensi hasil kegiatan
hasil pelatihan kewirausahaan. kewirausahaan pelatihan

12. |Menindaklanjuti hasil kegiatan pelatihan kewirausahaan, Dokumentasi dan 5 Hari Dokumen laporan

menyusun laporan hasil kegiatan dan mengarsipkan.

Selesai

notulensi hasil kegiatan

pelatihan

kewirausahaan.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
UPTD. LATIHAN KERJA DI KUPANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN (RKA)




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
UPTD. LATIHAN KERJA DI KUPANG

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi 20, R&de

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

e

I

Dasar Hukum :

Kualifikasi pel?ksana 3

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025

2 Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan
standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintahan Nusa

6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur .

11 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami penyusunan program dan anggaran

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer

3. Telepon/Faximile

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada kualitas penyusunan
program dan anggaran

2. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak
terstandarisasi dengan baik.

Disimpan dalam data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. b st Kepala UPTD hepsia Subagl Fajebat Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Retaringe
Kepala Seksi | Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. [Menugaskan kepala sub bagian/kepala seksi Agenda Kerja 15 Menit  |Disposisi
untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran | Mulai
(RKA) ( e )

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk J, Disposisi 15 menit  |Disposisi
menyiapkan bahan kelengkapan penyusunan
rencana kegiatan dan anggaran dan menyerakan
kepada kasubag/kepala seksi.

3. |Menyiapkan bahan kelengkapan penyusunan \ Disposisi 20 Menit |Bahan kelengkapan
rencana kegiatan dan anggaran kemudian penyusunan rencana
menyampaikan kepada kasubag/kepala seksi. kegiatan dan

anggaran (RKA)

4. |Menyusun konsep rencana kegiatan dan y Bahan kelengkapan 2 jam Konsep rencana
anggaran kemudian menyerakan kepada UPTD. | penyusunan rencana kegiatan dan

program dan anggaran anggaran (Konsep
(RKA) RKA)

5. |Memeriksa konsep rencana kegiatan dan \ Konsep rencana 30 Menit |Draf rencana kegiatan
anggaran. Apabila setuju memberi paraf dan _)< kegiatan dan anggaran dan anggaran.
menyampaikan kepada Kepala Dinas. Apabila Tidak (Konsep RKA)
tidak setuju mengembalikan kepada
kasubag/kasie untuk diperbaiki. Ya

6 |[Memeriksa draf rencana kegiatan dan anggaran. \ Draf rencana kegiatan 30 Menit |Rencana kegiatan
Apabila setuju menandatangani dan /> dan anggaran. dan anggaran.
menyampaikan kepada kepala UPTD. Apabila Tidak NG
tidak setuju mengembalikan kepada Ka. UPTD Ya
untuk diperbaiki.

7 |[Menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran ! Rencana kegiatan dan 15 menit |Rencana kegiatan
kepada Kasubag/Kepala seksi. anggaran. dan anggaran,

disposisi

8 |Menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran \ Rencana kegiatan dan 15 menit |Rencana kegiatan
kepada pejabat pelaksana. anggaran, disposisi dan anggaran,

T disposisi
9 |Menggandakan, mendistribusikan dan Rencana kegiatan dan 15 menit |Rencana kegiatan

mengarsipkan.

anggaran, disposisi

dan anggaran, bukti
arsip




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
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Nomor SOP

51 Tahun 2024

| Tanggal Pebuatan

Tanggal Revisi
| Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.
2
3

10

1

12

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan
standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintahan Nusa Tenggara
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur .

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan
Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

1. Pendidikan minimal

$1

2. Memahami sistematika penyusunan laporan
3. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

i
2

SOP Penanganan Surat Keluar
SOP Penanganan Surat Masuk

1. ATK
2. Komputer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apal?la Standar Operasional Prosedur monitoring dan evaluasi tidak dipatuhi maka akan berdampak pada
kualitas data yang diperoleh.

Disimpan dalam data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Kepala Subag/ Pejabat Keterangan
Kepala UPTD Kepala Seksi Palakesna Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. |Menugaskan Kasubag/kepala seksi untuk Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
mempersiapkan konsep laporan. mu*ai

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Disposisi 15 menit  |Disposisi
mengumpulkan bahan penyusunan Ly
laporan. SR |

3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan A Disposisi 1 hari Bahan laporan, disposisi
penyusunan laporan kepada Kasubag.

4. |Mengonsep laporan kemudian Y Bahan laporan, 2 Jam Konsep, disposisi
menyerahkan kepada Kepala UPTD. disposisi

K

5. |Memeriksa konsep laporan. Jika setuju \\ Konsep laporan, 1 jam Draf laporan, disposisi
menyampaikan kepada kepala biro _)< disposisi
organisasi. Jika tidak setuju menyerahkan ~ Tidak
kepada Kasubag/Kepala seksi untuk
diperbaiki Ya

6. |Memeriksa draft laporan. Jika setuju Draf laporan. 1 jam Laporan, disposisi
menandatangani dan menyerahkan ) \
kepada Kasubag/kepala seksi. Jika tidak Tidak />
setuju mengembalikan kepada N
Kasubag/Kepala Seksi untuk diperbaiki. Ya

7. |Menyerahkan laporan kepada v Laporan, disposisi 10 menit |Laporan, disposisi
Kasubag/kepala seksi untuk
didokumentasikan.

8 |Menyerahkan laporan kepada pejabat 4 Laporan, disposisi 10 menit  |Laporan, disposisi
pelaksana untuk didokumentasikan

9 |Mendokumentasikan Laporan. | Laporan, disposisi 15 menit |Laporan, bukti

dokumentasi
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Nomor SOP 52 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan |B-Etober-2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
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Judul SOP at Masuk

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana

1

2
3
4

10

1

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan standar
operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintahan Nusa Tenggara Timur
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur .

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

12 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas

Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan

Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Surat keluar. 1. ATK

2. Buku Agenda Surat Masuk
3. Telepon/Faximili

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan berdampak pada terlambatnya
tindaklanjut surat masuk.

Pada Buku Agenda Surat Masuk




Pelaksana Mutu Baku
; Kepala Sub
No. Tahapan Kegiatan Keterangan
P 9 Bengecming Kepala Dinas| Kepala UPTD | Bagian/ Kepala Kelengkapan Waktu Output 9
trasi umum :
Seksi
1 2 3 4 5 6 ¥ 8 9 10
1 |Menerima surat masuk, mengagendakan Buku Agenda Surat| 5 menit |[Surat masuk
surat dalam buku agenda surat masuk, masuk dan lembar dan lembar
memasang lembar disposisi dan P disposisi Disposisi
meneruskan kepada Kepala Dinas i
2 |Menelaah, mendisposisi surat masuk dan Surat masuk dan 10 menit |Surat masuk
memberikan petunjuk kepada Kepala l lembar Disposisi dan Disposisi
UPTD yang dituju untuk tindaklanjut dan
dikembalikan ke pengadministrasi umum
3 |Mencatat disposisi Kepala Dinas dan . Surat masuk dan 5 menit |Surat masuk
Kepala UPTD dan meneruskan ke Kepala Disposisi dan Disposisi
Seksi yang menangani
4 |Menelaah dan mendisposisi surat kepada Surat masuk dan 10 menit |Surat masuk
kasubag/kepala seksi untuk ditindaklanjuti L Disposisi dan Disposisi
dan dikembalikan ke pengadministrasi >
umum
5 |Mencatat disposisi Kepala UPTD dan y Surat masuk dan 5 menit |Surat masuk
meneruskan ke kasubag/kepala seksi Disposisi dan Disposisi
yang menangani
6 |Menindaklanjuti disposisi kepala UPTD { Surat masuk dan 7 menit |Dokumen
dan mengarsipkan dokumen. Disposisi Tindaklanjut
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Nomor SOP 53 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan |0 b
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 7 N\
Disahkan oleh  // pala Dinas Kétg! rjaan dan Transmigrasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR . Pe SP. MM
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI 2003
UPTD. LATIHAN KERJA DI KUPANG Judul SOP h eluar
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Pendidikan minimal SLTA
2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2. Menguasai Tata Naskah Dinas
3 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 3. Menguasai Komputer
2025
4 Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan
standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintahan Nusa
7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026
9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur .
12 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. ATK
3. Buku Agenda Surat Keluar
4. Stempel
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Apabila tidak surat keluar tidak diproses dengan benar maka akan berdampak pada terlambatnya 1. Pada Agenda Surat Keluar
tindaklanjut surat keluar. 2. Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Kasubag/ Kepala Pejabat Pengadministrasi Keterangan
Seksi Polakaasn Kepala UPTD Kepala Dinas Urnim Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Disposisi Surat 5 menit [Disposisi Surat
menyiapkan bahan kelengkapan surat keluar masuk/petunjuk masuk/petunjuk
dan menyerahkan kepada kasubag/kepala seksi. atasan atasan
2. |Menyiapkan bahan kelengkapan surat keluar Disposisi Surat 10 menit |Bahan
kemudian menyampaikan kepada masuk/petunjuk kelengkapan surat
kasubag/kepala seksi atasan keluar
3. |Menyusun konsep surat keluar dan Bahan 30 Menit [Konsep surat
menyampaikan Kepala UPTD. kelengkapan keluar
surat keluar
4. |Mengoreksi dan menyempurnakan konsep surat . Konsep surat 20 menit |Konsep surat
keluar dari Kasubag/kepala seksi. Apabila setuju s Ya keluar keluar
di paraf dan diajukan kepada Kepala Dinas dan
apabila tidak setuju dikembalikan kepada
kasubag/kepala seksi untuk diperbaiki.
5. |Menelaah dan mengoreksi konsep surat keluar. Konsep surat 10 menit |Surat keluar
Apabila setuju, ditandatangani Kepala Dinas keluar
Nakertrans dan diteruskan kepada T'daku k
Pengadministrasi umum dan apabila tidak setuju
dikembalikan kepada kepala UPTD untuk
diperbaiki
6. |Mengagendakan, mendistribusikan dan 3 Surat keluar 10 menit |Surat keluar dan
mengarsipkan. Selesai dokumen

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
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E. MELKIADES LAKA LENA




